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ABSTRAK
KONSTITUSIONALISME 

DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK 
(Studi Tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi) 

MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS
NIM: 15932012

Konstitusionalisme kontrak perdata dalam kebijakan 
pembangunan hukum kontrak pertambangan minyak dan gas bumi 
(Migas) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dinilai sangat 
penting untuk dikaji ulang secara komprehensif, karena praktik 
kebijakan hukum kontrak yang dilakukan oleh pemerintah saat 
ini dalam pengelolaan sumber daya alam terutama sektor Migas di 
Indonesia telah menyimpang dari mandat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 
1945. Kontrak kerjasama Sumber Daya Alam (SDA) Migas secara 
konseptual dan praktek dalam kenyataannya tidak mencerminkan 
nilai-nilai konstitusional karena bertentangan dengan jiwa Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kontrak kerjasama 
SDA sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 Prp 
Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Terhadap 
Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 maka tidak satupun peraturan 
perundang-undangan dan kontrak bagi hasil tersebut sesuai dengan 
tolak ukur yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. Sehingga perlu dirumuskan kembali kontstitusional kontrak 
berdasarkan aspek filosofis, yuridis, politik, ekonomi dan sosiologis. 
Semangat konstitusional kontrak perdata khsususnya di bidang 
sumber daya alam Migas penting untuk dilakukan demi terwujudnya 
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adanya jaminan, perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak-
hak konstitusional (fundamental) rakyat karena mengikatnya 
nilai konstitutif di dalam kontrak, mewujudkan kesejahteraan dan 
kemakmuran sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan dan Pasal 
33 ayat  (3) UUD 1945, mewujudkan keadilan substantif konstitusional 
yang diberikan kepada para pihak yang berkontrak dan subjek lain 
yang terkena dampak pelaksanaan kontrak, memperkuat kedaulatan 
pengelolaan Migas, menjaga sumber daya alam sampai titik penyerahan, 
menjamin investasi yang konsusif; serta sebagai upaya hukum terhadap 
pelanggaran hak-hak konstitusional akibat dilaksanakannya kontrak 
pertambangan. Selanjutnya berdasarkan praktik kontrak SDA Migas 
maka terdapat klausul-klausul kontrak yang bertenangan dengan Pasal 
33 ayat (3) UUD diantaranya terlalu lamanya jangka waktu berkontrak 
tanpa adanya klausul stabilitas, masih adanya klausul Domestic Market 
Obligation padahal hal tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional 
oleh MK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.002/
PUU-1/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenai UU 22/2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi, kontrak Migas menyamakan kedudukan 
pemerintah dengan kontraktor kontrak kerjasama. Selain secara 
konsepsi masih bermasalah, secara praktik implementasi berkontrak 
juga terjadi pelanggaran hak-konstitusional diantaranya KKS antara 
Pemerintah Indonesia dengan PT. Lapindo Brantas menunjukan bahwa 
PT. Lapindo Brantas telah mengingkari salah satu syarat berkontrak 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 huruf c UU Migas. Beberapa 
pasal dalam UU Migas yang kemudian diturunkan ke dalam pasal-
pasal kontrak Migas dinilai bertentangan dengan konstitusi dan belum 
mampu membawa pengharapan (expected return) guna meningkatkan 
kesejahteraan dan nilai ekonomi yang optimal bagi masyarakat 
sebagaimana yang terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 
36/PUU-X/2012, Nomor 20/PUU-V/2007 dan Nomor 65/PUU-X/2012. 
Namun, dalam tataran penerapan kontrak terlihat banyaknya praktek 
pelaksanaan kontrak yang bertentangan dengan konstitusional.

Kata Kunci: Konstitusionalisme, Kontrak, Pertambangan Migas.
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ABSTRACT
CONSTITUTIONALISM IN CONTRACT LAW POLICY

(Study of Oil and Gas Contracts) 
 

MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS 
NIM: 15932012

The constitutionality of civil contracts in the legal development 
policy of oil and gas mining contracts to improve the welfare of the 
people is considered very important to be comprehensively reviewed, 
because the current practice of contract law policy in the management 
of natural resources, especially the oil and gas sector in Indonesia 
has deviated from the mandate of Article 33 Paragraph (3) of the 
Indonesia Constitution. The Oil and Natural Gas Contract of Natural 
Resources conceptually and in practice does not reflect constitutional 
values   as opposed to the spirit of Article 33 paragraph (2) and (3) 
Indonesia Constitution. In fact, according to the article, exploration and 
exploitation activities as an important production branch and controlling 
the livelihood of the people must be controlled by the state to be used 
for the greatest prosperity of the people. So, should the constitutional 
values   should underlie or animate the contract of cooperation.

The purpose of this study was to find philosophical reasons for 
the constitutionality of civil contracts in natural resource management 
contracts and their relation to Article 33 of the Indonesia Constitution, 
to find normatively juridical about the conformity of the legal 
arrangements of oil and gas contracts on contractual constitutionalism 
and to find the implementation of the constitutionalism of the contract 
of resources natural oil and gas in Indonesia and the legal consequences 
of the unconstitutional civil contract in the field of mining which 
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violates the constitutional rights of the people and proposes the idea 
or constitutional form of the contract.

Writing this dissertation research methodology using doctrinal 
research methods, only in Indonesia the use of the term better known 
by normative research methods.

Based on the results of the research, it is known that the cooperation 
contract of SDA does not reflect the spirit of Article 33 Paragraph (3) 
of the Indonesia Constitution, should the constitutional values   should 
underlie or animate the cooperation contract. Constitutional contracts 
look at contracts with the sunglasses of the constitution relating to 
how the state authority in contractual relations must be exercised 
as well as how the guarantee of the citizens’ constitutional rights is 
respected, protected and fulfilled. The legal arrangement of contracts 
in the field of mining law does not refer to the constitutionalism of the 
contract due to the many political influences, the many interests of 
the rulers and the influence of the ideology of the ruling government 
of its time, be it concessions, contracts of work and profit-sharing 
contracts that are conceptually problematic. Several articles are 
considered contradictory to the constitution and have not been able 
to bring the expected (expected return) to improve the welfare and 
optimal economic value for the community so as not to encourage 
public welfare and prosperity improvement as the opening of the 
Constitution and Article 33 paragraph (3) of the Indonesia Constitution 
as the basis of contract in the management Oil and Gas Mining. Based 
on the implementation of the constitutionalism of the contract of 
natural resources of oil and gas in Indonesia, it has been implemented 
only to examine the contractual constituuity of natural resources of 
oil and natural gas done by the government as seen from the Decision 
of the Constitutional Court Number 36/PUU-X/2012, Number 20/
PUU-V/2007 and Number 65/PUU-X/2012. However, in the level 
of contract implementation, there are many practices of contract 
implementation which are contradictory to constitutional

Keywords: Constitutionalism, Contracts, Oil and Gas Mining.
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan pertambangan Minyak dan Gas (Migas) dibagi 

menjadi dua yakni kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.1 Kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi di sektor hulu harus didasarkan pada 
kontrak kerja sama bagi hasil atau production sharing contract (PSC).2 
Pada dasarnya PSC ini kontrak perdata yang menghubungan antara 
negara dan perusahaan pertambangan adalah antara negara dan 
investor didasarkan pada hubungan kontraktual berkaitan dengan 
eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan Migas.3 Indonesia 
adalah pelopor dalam sistem ini,4 sekarang sistem ini diikuti lebih dari 
empat puluh negara.5 

Penerapan sistem PSC ini ke dalam kontrak kerjasama dalam 
kenyataannya tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusional. Kontrak 

1AM Putut Prabantoro, 2014. Migas The Untold Story. Jakarta: Gramedia, hlm 14 
bandingkan juga Junaidi Albab Setiawan, 2015. Migas Untuk Rakyat Catatan Seorang Praktisi. 
Yogyakarta: Octopus, hlm 61. 

2Kompilasi Hukum Pertambangan, 2009. Produk Perundangan Terlengkap dan 
Terbaru. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, hlm 43. 

3Madjedi Hasan, 2009. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian 
Hukum. Jakarta: Fikahati Aneska, hlm 279. 

4PSC yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia tersebut dianggap sebagai 
cikal bakal PSC Modern, sebagaimana yang dinyatakan oleh Johnson, D. 2006. How to 
Evaluate the Fiscal Terms Oil Contract. IPD Working Paper Series. Dasar pemikiran 
pengelolaan migas di Indonesia sebenarnya sudah dirancang dengan ide Kontrak Production 
Sharing (Bagi Hasil). Pencetus ide Kontrak Bagi Hasil adalah Bung Karno, yang 
mendapatkan ide tersebut berdasarkan praktek yang berlaku di pengelolaan pertanian di 
Jawa. Kebanyakan petani (Marhaen) adalah bukan pemilik sawah. Petani mendapatkan 
penghasilannya dari bagi hasil (paron). Pengelolaan ada ditangan pemiliknya. Widjajono 
Partowidagdo, 2001. PSC di Indonesia versus Pengusahaan Migas Dunia 
Cost Recovery versus Peningkatan Produksi Migas di Indonesia. Makalah pada Seminar 
Persatuan Insinyur Indonesia (PII), 31 Juli 2008 di Jakarta, hlm 2. 

5Ibid. 
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kerjasama ini tidak mencerminkan jiwa Pasal 33 ayat (2) dan (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD 1945). Padahal, seharusnya menurut pasal 
itu kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi sebagai cabang produksi yang 
penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai 
negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, 
mestinya nilai-nilai konstitusional tersebut harus mendasari atau 
menjiwai kontrak kerjasama tersebut. 

Pada masa lalu, nilai-nilai konstitusional dan hukum kontrak 
dianggap tidak ada hubungannya satu sama lain. Hal ini disebabkan 
terdapat perbedaan yang sangat tajam antara hukum publik dan 
hukum privat. Hukum kontrak dianggap sebagai cabang hukum yang 
benar-benar terpisah dari pengaruh hak-hak dasar (hak-hak 
konstitusional) yang tidak mempunyai pengaruh terhadap hukum 
kontrak. Fungsi nilai-nilai konstitusional pada masa itu terbatas hanya 
untuk melindungi individu dari penggunaan kekuasaan negara 
secara berlebihan.6 

Meskipun demikian, saat ini nilai-nilai konstitusional dan 
hukum kontrak telah berjalan satu sama lain dengan perkembangan 
yang sangat cepat. Meningkatnya pengaruh hak-hak konstitusional 
atas hubungan yang dilakukan berdasarkan hukum privat dalam 
lapangan hukum kontrak, memungkinkan untuk membahas 
pengaruh nilai-nilai konstitusional terhadap hukum kontrak. 
Perubahan ini dengan jelas menunjukkan bahwa berkembangnya 
ajaran konstitusional dan hukum kontrak yang tidak lagi ada dalam 
isolasi satu sama lain.7  

Pada tahun 1950 dan 1960 yang lalu, dengan semakin 
berkembanganya ajaran konstitusional, beberapa Mahkamah Agung 

 
6Olha O. Cherednychenko, 2008. Subordinating Contract law to Fundamental Rights: 

Towards a Major Breakthrough or towards Walking in Circles. dalam Constitutional Values and 
European Contract Law. 2008. The Netherlands: Kluwer law International, hlm 36. 

7Ibid. 
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seperti Italia dan German mulai mempertanyakan bagaimana nilai-
nilai konsitutusional mempengaruhi hukum privat. Bukanlah hal 
yang menakjubkan jika saat ini di Italia dan German sudah 
memainkan peran yang penting dalam hal ini, alasannya konstitusi di 
kedua negara tersebut (dengan menjunjung hak asasi sehingga 
tercipta struktur hukum dan pengadilan konstitusional yang kuat) 
memberikan perubahan yang lebih mendasar dan dinamis 
dibandingkan negara lainnya dalam pengaruhnya dengan hukum 
privat.8 

Konstitusionalisme dalam hukum privat merupakan praktik 
yang baik yang perlu dikembangkan lebih jauh. Melalui penerapan 
nilai-nilai konstitusional dalam hukum privat, maka peradilan telah 
membuka wacana bagi hukum privat untuk dapat menerima ajaran 
konstitusional sebagai hak. Dengan demikian, memungkinkan pelaku 
hukum untuk menangani penyeimbangan kepentingan dan kebijakan 
yang bertentangan dalam hukum kontrak dengan menggunakan 
perspektif yang lebih luas, dalam artian kebijakan tersebut harus diuji 
berdasarkan konstitusionalitasnya atau berdasarkan asas kepatutan, 
supaya hak-hak konstitusional yang dihilangkan tersebut dapat diuji 
berdasarkan konstitusional.9 Dengan demikian, semua yang ada 
dalam hukum privat harus diinterpretasikan berdasarkan prinsip 
konstitusional.10 Hukum kontrak dalam kaitannya dengan 
konstitusional mempunyai fungsi utama untuk melindungi individu 

8Stefan Grundman, 2008. Constitutional Values and European Contract Law: An 
Overview. dalam Constitutional Values and European Contract Law. 2008. The Netherlands: 
Kluwer law International, hlm 3.  

9Johannes Hager, 2008. Fundamental Rights in National (Namely German) Contract 
Law. dalam Constitutional Values and European Contract Law. 2008. The Netherlands: Kluwer 
law International, hlm 22. 

10Ibid. 



4

KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK 
(STUDI TENTANG KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI)

 
 

terhadap pelanggaran dan batas-batas yang sudah ditetapkan oleh 
negara.11 

Konstitusionalisme terus memainkan peran dominan dalam 
hukum privat. Hal ini berlaku tidak hanya pada hak kepribadian 
(hukum privat) tetapi juga keseluruhan peraturan hukum.12 
Konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan 
dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.13 Menurut Ni’matul 
Huda, setiap proses keputusan hukum dan kebijakan negara harus 
dibuat sesuai ketentuan konstitusi.14  

Konstitusionalisme kontrak dalam kebijakan pembangunan 
hukum kontrak pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) guna 
meningkatkan kesejahteraan rakyat dinilai sangat penting untuk 
dikaji ulang secara komprehensif, karena praktik kebijakan hukum 
kontrak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam pengelolaan 
sumber daya alam terutama sektor Migas di Indonesia telah 
menyimpang dari mandat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945.15 

Lembaga hukum yang menghubungkan kekuasaan 
pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan terhadap 
sumber daya alam Migas di Indonesia dan di sisi lain terdapat pihak 
ketiga sebagai pemilik modal, hubungan tersebut dijembatani melalui 
lembaga hukum kontrak. Ridwan Khairandy menyatakan, pada 

 
11Olha O. Cherednychenko, 2008. Subordinating Contract law to Fundamental Rights: 

Towards a Major Breakthrough or towards Walking in Circles. Op. Cit., hlm 59. 
12Johannes Hager, 2008. Fundamental Rights in National (Namely German) Contract 

Law. Loc. Cit. 
13Abdul Muktie Fadjar, 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. 

Yogyakarta: Citra Media, hlm 34-35. 
14Ni’matul Huda, 2016. Perkembangan Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan 

Lembaga Negara Pasca Reformasi. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata 
Negara UII Yogyakarta, hlm 12. 

15Bandingkan dengan  Elli Ruslinan, 2013. Dasar Perekonomian Indonesia dalam 
Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945. Yogyakarta: Total Media. 
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prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat 
para pihak dalam kontrak.16  

Kebijakan kontrak pertama yang dikeluarkan dalam 
mengelola minyak dan gas bumi menggunakan sistem konsesi. 
Konsesi merupakan bentuk sistem pengelolaan kontrak yang paling 
tua di bidang pertambangan Migas dan paling banyak digunakan di 
dunia.17 Sistem konsesi dianggap merugikan negara pada saat itu, 
maka Presiden Sukarno pada tahun 1960 mengeluarkan kebijakan 
yang menggemparkan perusahaan minyak asing. Soekarno 
mengatakan,18 Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan 
kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang sangat 
merugikan bangsa Indonesia. Soekarno ingin modal asing ini 
dihentikan dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsa 
Indonesia harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi 
Migas kepunyaaan bangsa Indonesia. Soekarno meminta kepada 
Djuanda untuk menyusun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka 
dalam pengelolaan Migas. Kemudian regulasi tersebut dikenal 
dengan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960.19 Peraturan 
tersebut kurang diterima oleh Multi National Corporation karena 
seluruh Migas yang ada di Indonesia dikelola perusahaan negara atau 
negara.20 Berbagai macam bentuk produksi yang menguasai hajat 
hidup orang banyak (public utility) diusahakan oleh pemerintah. 
Pemilik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan 

16Ridwan Khairandy, 2013. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan 
(Bagian Pertama) Yogyakarta: FH UII Press, hlm 57. 

17Rudi M. Simamora, 2000. Hukum Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Djambatan, hlm 
56. 

18Indonesia Menggugat, 1951. Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial. 
Jakarta: S.K. Seno, hlm 48. 

19Sejarah Bung Karno Melawan Kepentingan Asing, diakses melalui 
http://gelora45.com/news/Soekarno Melawan Kepentingan Asing. 

20Ibid. 
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pemerintah,21 karena pada hakikatnya semua usaha perminyakan 
harus dikelola sendiri22 untuk memberikan hasil yang maksimal bagi 
negara. 
 Sistem kontrak yang digunakan dalam pengelolaan 
pertambangan Migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp 
Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dilakukan 
dalam bentuk perjanjian karya.23 Perjanjian karya yaitu suatu kerja 
sama antara Perusahaan Negara (Pertamina) dan perusahaan swasta 
pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak 
dan gas bumi.24 Karakteristik dari kontrak karya tersebut diantaranya, 
setiap perjanjian karya harus disahkan melalui undang-undang,25 
sumber daya alam Migas tetap di bawah kekuasaan negara, status 
perusahaan yang semula pemegang konsesi menjadi kontraktor, 
berbagi hasil penjualan Migas dan manajemen perusahaan masih di 
bawah kendali kontraktor. 
 Sistem ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 
1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tidak berlangsung 
lama. Pada tahun 1964 sistem perjanjian karya digantikan dengan 
sistem kontrak bagi hasil atau production sharing contract. Tahun 1971 
mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang 
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana Pasal 
12 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa perusahaan 

 
21Mohammad Hatta. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Dalam 

Majalah Gema Angkatan 45 Tahun 1977, lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Penanaman Modal, bandingkan 
dengan Elli Ruslinan, 2013. Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat 
Konstitusi UUD Negara Tahun 1945. Yogyakarta: Total Media, hlm 13-14. 

22Bachrawi Sanusi, 1984. Indonesia dalam Dunia Perminyakan. Jakarta: UI Press, hlm 
4.  

23Salim HS, 2007. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, hlm 310. 

24Ibid. 
25Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan 

Minyak dan Gas Bumi pada point 5 paragraf ke 4. 
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pemerintah,21 karena pada hakikatnya semua usaha perminyakan
harus dikelola sendiri22 untuk memberikan hasil yang maksimal bagi
negara.

Sistem kontrak yang digunakan dalam pengelolaan
pertambangan Migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp
Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dilakukan
dalam bentuk perjanjian karya.23 Perjanjian karya yaitu suatu kerja
sama antara Perusahaan Negara (Pertamina) dan perusahaan swasta
pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak
dan gas bumi.24 Karakteristik dari kontrak karya tersebut diantaranya, 
setiap perjanjian karya harus disahkan melalui undang-undang,25

sumber daya alam Migas tetap di bawah kekuasaan negara, status
perusahaan yang semula pemegang konsesi menjadi kontraktor,
berbagi hasil penjualan Migas dan manajemen perusahaan masih di
bawah kendali kontraktor.

Sistem ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun
1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tidak berlangsung
lama. Pada tahun 1964 sistem perjanjian karya digantikan dengan
sistem kontrak bagi hasil atau production sharing contract. Tahun 1971
mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana Pasal
12 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa perusahaan

21Mohammad Hatta. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Dalam 
Majalah Gema Angkatan 45 Tahun 1977, lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Penanaman Modal, bandingkan
dengan Elli Ruslinan, 2013. Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat
Konstitusi UUD Negara Tahun 1945. Yogyakarta: Total Media, hlm 13-14.

22Bachrawi Sanusi, 1984. Indonesia dalam Dunia Perminyakan. Jakarta: UI Press, hlm
4. 

23Salim HS, 2007. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, hlm 310.

24Ibid.
25Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan

Minyak dan Gas Bumi pada point 5 paragraf ke 4.

dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk 
production sharing contract.26 Perubahan dari sistem kontrak karya ke 
sistem kontrak bagi hasil memberikan kesempatan kepada 
pemerintah untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari 
penambangan minyak di Indonesia.27 

Sebagaimana Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa kontrak 
kerjasama adalah kontrak bagi hasil28 atau bentuk kontrak kerjasama 
lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih 
menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besar 
untuk kemakmuran rakyat,29 sampai saat ini kontrak bagi hasil masih 
terus dipakai dalam industri Migas Indonesia. Kontrak bagi hasil 
tersebut harus menjabarkan prinsip-prinsip pengusahaan Migas 
sesuai dengan penggarisan konstitusi dan peraturan perundang-
undangan yang ada.30 

Berdasarkan fakta yang ada, terdapat beberapa pelanggaran 
konstitusional berkontrak dalam pengusahaan pertambangan Migas, 
yang terjadi sejak tahapan pra pembuatan kontrak, penandatanganan 
kontrak sampai pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah 
dengan pihak ketiga, diantaranya: 
1. Tidak adanya transparansi proses perizinan yang harus berjalan

secara penuh khususnya disektor pertambangan Migas.
Peningkatan transparansi dalam proses perizinan sektor tambang 

26Junaidi Albab Setiawan, 2015. Migas Untuk Rakyat Catatan Seorang Praktisi. Op. 
Cit.,, hlm 67. 

27Mubyarto dkk, 1993. Riau Menatap Masa Depan. Yogyakarta: Aditya Media, hlm 
91. 

28Konsep kontrak bagi hasil merupakan konsep yang diambil dari kebiasaan 
hukum adat yang berlaku di Indonesia, yaitu model petani dan penggarap. B. Ter Haar Bzn, 
diterjemahkan oleh Ng. Soebakti Poesponoto, 1983. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. 
Jakarta: Pradya Paramita, hlm 125. 

29Kompilasi Hukum Pertambangan,... Loc. Cit., hlm 43. 
30Sutadi Pudju Utomo, 1990. Bentuk-Bentuk Insentif dalam Contract Production 

Sharing. Warta Caltex, Nomor 21, hlm 11. 
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dapat memberikan kepastian untuk mendapatkan skema 
perjanjian yang paling menguntungkan bagi Pemerintah; 

2. Pengungkapan kontrak-kontrak Migas harus secara meluas
kepada publik. Kontrak Migas dan tambang masih berada di luar
ranah publik di Indonesia meskipun diskursus tentang manfaat
publikasi kontrak telah ada di kalangan pejabat negara saat ini.
Sejumlah negara, antara lain Kolombia, Ghana, Guinea,
Kurdistan (Irak), Liberia, Peru, Timor-Leste, dan Amerika Serikat, 
telah melakukan publikasi kontrak.31

3. Tumpang tindih wilayah operasi kontrak production sharing,
kuasa pertambangan di satu pihak dengan hak kehutanan,
perkebunan, tanah ulayat masyarakat adat, transmigrasi dan
tanah masyarakat setempat di pihak lain;

4. Kerusakan lingkungan hidup, dll.32

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Pasal 6 ayat (2) yang 
hanya mencantumkan tiga syarat minimun dalam kontrak bagi hasil 
minyak dan gas bumi yaitu: kepemilikan sumber daya alam tetap di 
tangan pemerintah, pengendalian manajemen oleh badan pelaksana 
dan modal serta resiko seluruhnya ditanggung oleh badan usaha atau 
badan usaha tetap.33 Syarat minimal dalam kontrak bagi hasil minyak 
dan gas bumi tersebut juga mempunyai potensi pelanggaran hak-hak 
konstitusional masyarakat. 

31Patrick Heller dan Poppy Ismalina, Transparansi dan Akuntabilitas di Industri 
Migas dan Pertambangan: Pertimbangan untuk Pemerintah Jokowi–JK, diakses melalui 
http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_transparansi-
dan akuntabilitas. 

32Patrick Heller dan Poppy Ismalina, Transparansi dan Akuntabilitas di Industri 
Migas dan Pertambangan: Pertimbangan untuk Pemerintah Jokowi–JK. Loc. Cit. 

33Kompilasi Hukum Pertambangan, 2009. Produk Perundangan Terlengkap dan 
Terbaru. Op. Cit., hlm 45. 
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Contoh konkrit pelanggaran konstitusional dalam hubungan 
hukum kontrak adalah kegiatan kontrak yang dilakukan oleh 
Pemerintah Indonesia dengan PT. Lapindo Berantas Inc (PT. LBI) 
dalam  kontrak production sharing yang ditandatangani pada tanggal 
23 April 1990. Akibat pelaksanaan kontrak tersebut mengakibatkan 
terlanggarnya hak-hak konstitusional masyarakat.34 Kasus PT. 
Lapindo Berantas Inc merupakan contoh nyata yang sampai saat ini 
belum ada penyelesaian secara tuntas,35 akan tetapi diselesaikan 
melalui jalur-jalur politik. 

Selain kasus PT. Lapindo Brantas Inc tersebut, sebelumnya 
juga terdapat beberapa kasus pelanggaran hak-hak konstitusional 
warga negara yang dilakukan oleh perusahaan/pemilik modal dalam 
pelaksanaan production sharing contract diantaranya pelanggaran hak-
hak konstitusional masyarakat di Provinsi Riau. Hal ini ditunjukan 
dengan adanya protes kelompok-kelompok masyarakat yang 
dilakukan terhadap perusahaan Migas PT Caltex Pacific Indonesia 
(AS), masyarakat menuntut ganti rugi atas lahan, pekerjaan dan 
pembagian keuntungan perusahaan. Seorang pemimpin masyarakat 
adat Sakai yang berada di lingkar tambang, meminta 1% (satu persen) 
pembagian seluruh keuntungan perusahaan sebagai cara untuk 
meningkatkan standar hidup suku Sakai, karena masyarakat adat 
Sakai menuduh PT. Caltex Pacific Indonesia (AS) telah mengambil 
alih dan mengeksploitasi tanah mereka.36 

 
34Disarikan dari Berita Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban 

Tindakan Kekerasan). Edisi  No: 02IV-VI/2009, hlm 13-14. 
35Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, 2012. Konflik Lumpur Lapindo: 

Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo. Yogyakarta: Insist Press, hlm 75-76. 
36Bantu Purba, 2011. Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat 

Hukum Adat Suku Sakai (Sudi Tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya Terhadap 
Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan 
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau). Yogyakarta: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UII, 
disarikan dari hlm 299-307. 
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Kasus-kasus di atas hanyalah beberapa contoh dari sekian 
banyak tragedi yang menimpa masyarakat akibat ulah 
kontraktor/pengusaha yang mengeksploitasi haknya berdasarkan 
prinsip kebebasan berkontrak absolut,37  di satu sisi juga lemahnya 
penegakan hukum (law enforcement) karena pemerintah sudah terikat 
dengan kontrak-kontrak yang dibuat. Hayyan ul Haq menjelaskan, 
terdapat pelanggaran hak-hak konstitusional akibat kegagalan 
pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan dengan 
menggunakan lembaga hukum kontrak tanpa melakukan kajian 
yuridis, sosiologis dan filosofis dalam menggunakan instrumen 
kebijakan publik,38 termasuk mengeluarkan perizinan dan membuat 
kontrak. 

Kontrak-kontrak yang dibuat hanya untuk mementingkan 
bisnis semata tanpa melihat dampak yang luas terhadap kehidupan 
dan kesejahteraan masyarakat, maka kontrak tersebut berpotensi 
mengancam kepentingan masyarakat dalam memenuhi hak-hak 
konstitusionalnya.39  

Perubahan rezim kontrak tersebut dapat dilakukan dengan 
mengikatkan nilai-nilai dasar kemanusiaan (elemen konstitutif dari 
hak-hak konstitusional) dan kepentingan publik yang tertera dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ke dalam kontrak-
kontrak perdata. Pemerintah tidak saja memiliki legitimasi dan 
akseptabilitas yang kuat di masyarakat, tapi juga telah merefleksikan 
kemampuannya mengemban hukum yang valid dan fair.40 

Argumentasi di atas mengharuskan pemerintah mengevaluasi 
kembali kebijakan berkontrak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945. Hal ini berarti, demi hukum, pemerintah harus melakukan 
konstitusionalisasi dalam kebijakan kontrak. Selain itu, tanggung 

 
37Hayyan ul Haq, Konstitusionalisasi Kontrak Perdata, Artikel DPR RI: hlm 1.  
38Ibid. 
39Ibid. 
40Ibid., hlm 4. 
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jawab dan kewenangan MK RI perlu diperluas sebagai upaya 
pengefektifan fungsi MK RI sebagai pengawal dan penjaga 
konstitusi41 dalam mengevaluasi kontrak yang dapat mengancam 
hak-hak konstitusional setiap warga negara.42 Dengan demikian, 
diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.43 

Ketentuan konstitusional tersebut sebagaimana Pasal 33 ayat 
(3) UUD 1945 mengaharuskan kebijakan pemerintah harus 
berdasarkan UUD 1945 dan berdasarkan atas prinsip kedaulatan 
rakyat, maka segala bentuk keputusan dan kebijakan penyelenggara 
negara harus berdasarkan kepada kedaulatan rakyat.44 

Sehubungan dengan gejala-gejala yang telah dijelaskan di atas, 
maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji persoalan-persolan 
tersebut ke dalam penulisan Disertasi yang berjudul 
“Konstitusionalisme dalam Kebijakan Hukum Kontrak (Studi 
tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi)” 

 
B. Perumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang 
menjadi objek perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengapa konstitusionalisme kontrak diperlukan dalam kontrak-

kontrak pengelolaan sumber daya alam dan kaitannya dengan 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945? 

2. Bagaimana analisis konstitusionalisme dalam kebijakan hukum 
kontrak pertambangan Migas? 

3. Bagaimana pelaksanaan konstitusionalisme kontrak perdata 
dalam kontrak sumber daya alam Migas di Indonesia? 

 
41Abdul Latif, 2007. Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara 

Hukum Demokrasi. Yogyakarta: Total Media, hlm 389. 
42Hayyan ul Haq, Op. Cit., hlm 3. 
43Ni’matul Huda, 2008. UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: 

Rajawali Press, hlm 37. 
44Dahlan Thaib, 2009. Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional. 

Yogyakarta: Total Media, hlm 26. 
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C. Maksud Dan Tujuan Penelitian 
Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka yang 

menjadi tujuan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menemukan landasan konsepsi tentang pentingnya

kedudukan konstitusionalisme kontrak sumber daya alam dan
kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

2. Untuk menemukan secara yuridis normatif tentang kesusuian
kontrak Migas dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta kaitannya
dengan konstitusionalisme kontrak Migas.

3. Untuk menemukan pelaksanaan konstitusionalisme kontrak
sumber daya alam Migas di Indonesia dan akibat hukum
terhadap inkonstitutional kontrak perdata dibidang
pertambangan yang melanggar hak-hak konstitusional
masyarakat serta mengajukan gagasan atau bentuk
konstitusional kontrak.

D. Manfaat Penelitian 
Penelitian dengan judul “Konstitusionalisme dalam 

Kebijakan Hukum Kontrak (Studi tentang Kontrak Minyak dan Gas 
Bumi)” ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat 
paraktis dan teoritis: 
1. Manfaat yang bersifat praktis

 Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi 
pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum terutama dalam hal 
memformulasikan serta mengaplikasikan dalam kebijakan dalam 
konstitusional kontrak guna melindungi hak-hak konstitusional 
warga negara. Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa 
seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat 
memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan 
mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum khususnya Hukum Kontrak 
Perdata. 
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2. Manfaat yang bersifat teoritis 
  Manfaat dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menambah perbendaharaan ilmu hukum di Indonesia dan 
dapat menambah khasanah bidang kajian hukum kontrak dalam 
kebijakan konstitusional kontrak guna melindungi hak-hak 
konstitusional warga negara. Manfaat dari segi akademis yang 
diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan 
bagi upaya pengembangan hukum kontrak, dan berguna juga untuk 
menjadi referensi bagi mahasiswa/praktisi/akademisi yang 
melakukan kajian terhadap konstitusionalisme kontrak perdata di 
Indonesia 
 
E. Kajian Pustaka dan Penelitian 

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang 
telah dilakukan, belum pernah ada penelitian yang dilakukan 
mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 
menyangkut “Konstitusionalisme dalam Kebijakan Hukum 
Kontrak (Studi tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi)”. Kalaupun 
ada judulnya yang hampir sama, tetapi mempunyai kasus, objek 
penelitian dan rumusan permasalahan yang berbeda. Diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Nanik Trihastuti disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) 

Universitas Padjajaran Bandung tahun 2013 dengan judul “Pola 
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia.”  

2. Ahmad Redi disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) 
Universitas Indonesia I tahun 2013 dengan judul “Divestasi 
Saham di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam 
Rangka Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia.”  

3. A. Madjedi Hasan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) 
Universitas Padjajaran Bandung tahun 2008 dengan judul 
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“Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian 
Hukum.”  

4. Abrar Saleng disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Universitas Padjajaran Bandung dengan judul “Hak Penguasaan
Negara atas Pertambangan.”

5. Zulfirman disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UII
Yogyakarta tahun 2016 dengan judul “Hubungan Kontraktual
Sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungannya oleh
Negara.”

6. Melkianus Ndaomanu, Disertasi pada Program Doktor Ilmu
Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2015
dengan judul “Kedudukan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah
dan Akibat Hukum Serta Implikasi Penegakan Hukumnya.”

7. Nizammudin,45 disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Jayabaya tahun 2015  dengan judul “Hak Menguasai
Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi:
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/
2012.”

8. Amin Bendar disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia tahun 2017  dengan judul “Analisis
Ekonomi Terhadap Hukum dalam Kontrak Karya Pertambangan
Mineral dan Batubara.”

F. Landasan Teori. 
1. Teori Konstitusi

Moh. Mahfud MD sebagaimana mengutip pendapat K.C. 
Wheare menyatakan bahwa modern constitutions, menegaskan bahwa 

45Disarikan dari Disertasi Nizammudin dengan Judul “Hak Menguasai Negara 
Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 36/PUU-X/ 2012,” Disertasi PDIH Universitas Jayabaya tahun 2015. 
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konstitusi adalah resultante atau produk kesepakatan politik46 yang 
dibuat sesuai dengan kebutuhan dan situasi tertentu. Hal ini berarti, 
isi konstitusi harus selalu sesuai dengan situasi dan kebutuhan 
masyarakat, karena itu konstitusi dapat diubah melalui resultante baru 
jika situasi47 dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya berubah.48 
Pengertian konstitusi biasanya dipahami dalam arti luas dan arti 
sempit, yaitu: 
a. konstitusi dalam perspektif politis konstitusi diartikan dalam arti

luas, yaitu untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan 
suatu negara. Kumpulan peraturan itu sebagian yang bersifat
legal dan sebagian lagi bersifat ekstra-legal berupa kebiasaan,
persetujuan, adat dan konvensi;49

b. konstitusi dalam arti sempit, bukan digunakan untuk
menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik legal
maupun non-legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan-peraturan

46Kompromi dan kesepakatan politik menjadi satu motto terkenal sejak jatuhnya 
Orde Baru Soeharto, yang ditandai dengan kerja sama antar partai. Norma-norma kerja 
sama baru memiliki beberapa ciri khas. Pertama: tentang masalah-masalah konstitusional, 
partai lebih memilih konsensus dari pada aturan mayoritas yang ketat. Konsesus politik 
adaah komitmen formal. Norma konsensus mewarnai proses perubahan konstitusional 
pasca-pemilu. Donald L. Horowitz, 2014. Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 113-114. 

47Bagir Manan menyatakan, walaupun secara hukum terbuka kesempatan untuk 
mengubah UUD, tidak berarti setiap saat hal semacam itu akan terjadi dan perubahan 
tersebut terutama ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur cara perubahan, tetapi 
lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan politik dan sosial yang dominan pada saat-saat 
tertentu. sepanjang kekuatan politik atau sosial yang dominan merasa puas atau berdiam 
diri terhadap UUD yang ada, maka tidak akan ada perubahan atau amandemen. Bagir 
Manan, 2003. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press, hlm 3. 

48Moh. Mahfud MD, 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi. Jakata: Rajawali 
Press, hlm 365, lihat juga Moh. Mahfud MD, Artikel di Majalah Gatra, 23 Mei 2007. 

49Ni’matul Huda dengan mengutip pendapat Bagir Manan Menyatakan bahwa 
konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dalam 
praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan dan menghidupkan 
(mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat 
ketatanegaraan. Ni’matul Huda, 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 
hlm 34.  
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yang biasanya terwujud dalam suatu dokumen yang terkait 
secara erat.50 

 
Jimly Asshiddiqie menyatakan, semua konstitusi selalu 

dijadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu  
sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana 
mestinya. Constitutions menurut Ivo D. Duchacek “identify the sources, 
purposes, uses and restaints of public power (mengidentifikasikan sumber, 
tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan 
kekuasaan umum). Kerena itu, pembatasan kekuasaan pada 
umumnya dianggap corak umum konstitusi.51 

Negara berdasarkan konstitusi sekurang-kurangnya memiliki 
dua makna. Pertama: pengaturan mengenai batas-batas peran negara 
atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan pergaulan 
masyarakat. Kedua: jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil 
atau hak-hak pribadi (individual right), hak-hak politik (political right), 
maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial 
sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan baik 
secara pribadi ataupun kelompok.52 Sri Soemantri berpendapat, 
muatan konstitusi mencakup tiga hal konstitusional, yaitu:53 
a. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; 
b. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang 

bersifat konstitusional; dan 
c. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang 

juga bersifat konstitusional. 
 

 
50K.C. Wheare, 1975. Modern Constitutions. Oxford University Press, London-New 

York-Toronto, hlm 1-2. 
51Jimly Asshiddiqie, 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: 

Konstitusi Press, hlm 21.  
52Bagir Manan, 2003. Teori dan Politik .... Op. Cit., hlm 244-245.  
53Sri Soemantri Martosoewignjo, 1987. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. 

Op. Cit., hlm 51. 
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Mewujudkan supremasi konstitusi, maka konstitusi harus 
memiliki nilai-nilai yang secara material sesuai/cocok dengan 
kehidupan bangsa juga harus dapat dilaksanakan dan ditaati.54 
Berhubungan dengan hal tersebut, konstitusi zaman modern tidak 
hanya memuat aturan hukum, melainkan juga memformulasikan 
prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan, 
yang kesemuanya mengikat penguasa dalam suatu negara. Sehingga 
dengan demikian penguasa dalam suatu negara tidak berada di atas 
konstitusi, tetapi adalah sebaliknya yakni dibawah konstitusi.55 

2. Teori Tindakan Negara
Hukum privat dan hukum publik masing-masing didukung 

oleh asas-asasnya sendiri. Hukum publik dimaksudkan untuk 
mengatur posisi hukum yang khusus dari penguasa sementara itu 
hukum privat gunanya adalah untuk mengatur masing-masing posisi 
dari individu-individu tuna kuasa yang dianggap sebagai sederajat, 
dan menunjukan, bagaimana subjek-subjek hukum yang tidak 
memiliki kekuasaan penguasa harus bertindak yang satu terhadap 
yang lainnya.56 Untuk itu, penelitian ini akan membedakan tindakan 
atau kedudukan pemerintah dalam lapangan hukum privat dengan 
lapangan hukum publik dalam melakukan hubungan-hubungan 
hukum dengan pihak lain dalam kegiatan bisnis.  

a) Tindakan Negara dalam Hukum Privat
Pemerintah sering juga mengadakan hubungan hukum 

(rechtsbetrekking) dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum 
privat. Misalnya dalam hal melakukan menyewakan atau 
menyewa ruangan (lokalitet) (Pasal 1548 KUHPerdata) atau 
mengadakan perjanjian kerja, maka yang digunakannya 

54Rozikin Daman, 1993. Hukum Tata Negara. Op. Cit., hlm 102-103.  
55Dahlan Thaib, 1989. Implementasi Sistem Ketatanegaraan .... Op. Cit.,  hlm 18.  
56J.PH. Suijling diterjemahkan oleh Hoesein Soemadiredja, 1985. Hak-Hak Subjektif 

dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik Positif. Bandung: Armico, hlm 1. 
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peraturan-peraturan hukum privat dalam menjalankan 
tugasnya.57 

Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di 
samping melaksanakan aktifitas di bidang hukum publik, juga 
sering terlibat dalam pergaulan hukum lapangan keperdataan. 
Pemerintah sering tampil dengan twee petten dengan dua kepala, 
sebagai wakil dari jabatan (ambt) yang tunduk pada hukum publik 
dan sebagai wakil badan hukum (rechtspersoon) yang tunduk 
dalam hukum privat.58 Dengan demikian, pemerintah dalam 
menjalankan tugasnya dalam beberapa hal dapat juga 
menggunakan hukum privat.59 

Hans Kelsen menyatakan, dalam tatanan hukum modern, 
negara dan juga setiap badan hukum lain bisa memiliki hak atas 
kebendaan (jus in rem) dan hak atas orang (jus in personam), dan 
tentu saja setiap hak kebendaan tersebut ditentukan oleh hukum 
privat. Jika suatu undang-undang hukum perdata yang berlaku, 
maka norma-normanya sama dan berlaku bagi perorangan dan 
juga bagi negara dalam lapangan hukum privat. Perselisihan 
tentang hak dan kewajiban negara diselesaikan juga dengan cara 
yang sama seperti penyelesaian perselisihan di antara pihak-pihak 
perseorangan. Fakta bahwa adanya suatu hubungan hukum yang 
salah satu pihaknya adalah negara, tidak harus mengecualikan 
negara dari lapangan hukum privat.60  

Perbuatan pemerintah dalam bentuk kerjasama yang 
dibutuhkan guna pelaksanaan-pelaksanaan tersebut, 
Kranenburg memberikan beberapa contoh yakni concessi dan 

57E. Utrecht, 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Loc. Cit. 
58Ridwan HR, 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press, hlm 72. 
59S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009. Pokok-Pokok Hukum Administrasi 

Negara. Yogyakarta: Liberty, hlm 69. 
60Hans Kelsen, 2013. Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Diterjemahkan oleh 

Raisul Muttaqien dari buku General Theory of Law and State, 1971). Bandung: Nusa Media hlm 
289. 
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vergunning.61 W.F. Prins dan R. Kosimadisapoetra menyebut 
dengan istilah bebas syarat, ijin, lisensi dan konsesi.62 

Negara melakukan tindakannya dalam melakukan 
hubungan-hubungan hukum internasional baik yang bersifat 
publik maupun privat akan menimbulkan akibat hukum yang 
berbeda-beda. Negara mempunyai kedaulatan untuk menjalanan 
pemerintahannya dan melakukan hubungan-hubungan yang 
hukum publik maupun hukum privat dengan negara lain. Ketika 
negara melakukan hubungan-hubungan kebijakan publik, maka 
negara tersebut dijamin imunitasnya oleh hukum internasional, 
sebaliknya ketika negara melakukan kebijakan dalam lapangan 
hukum privat (bisnis), maka negara tersebut akan terlepas dari 
hak imunitasnya sebagai negara. Doktrin ini dikenal dengan 
tindakan negara dalam jure gestionis dan jure imperii.63  

Lembaga hukum kontrak menjadi aturan main yang 
sangat penting dalam rangka untuk memberikan perlindungan 
hukum terhadap aset negara dan hak-hak konstitusional 
masyarakat terutama masyarakat yang merasakan dampak 
langsung akibat dilaksanakannya kontrak tersebut. Dengan 
demikian, tidak selamanya pemerintah harus tunduk terhadap 
hukum-hukum perdata formil dan materil ketika posisi negara 
dalam hubungan privat, artinya adanya pembatasan-pembatasan 
sebagaimana yang terdapat dalam tujuan negara, konstitusi dan 
ketika menyangkut hak-hak konstitusional dan kedaulatan 

 
61R. Kranenburg dan Vegting, tt. Inleiding in het Nederlands Administratief recht. 

Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, hlm 21, dalam Soetomo, 1981. Pengantar 
Hukum Tata ..., Op. Cit., hlm 41. 

62W.F Prins dan R. Kosimadisapoetra, 1953. Pengatar Ilmu Hukum Tata Usaha 
Negara. Jakarta-Groningen: J.B. Wolters, hlm 74, dalam Soetomo,1981. Pengantar Hukum Tata 
..., Loc. Cit. 

63Rosalyn Higgins, 1982. Certain Unresolved Aspects of the Law of State Immunity. 
International law Review 265, The Netherland, hlm 267-270 dalam Niki Satya Peni, 2012. 
Analisis Hukum Terhadap Hak Imunitas yang Dimiliki Paus Berdasarkan Teori Imunitas Kepala 
Negara. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, hlm 35. 
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rakyat serta negara merasa terancam akibat dilakukannya 
kebijakan dalam lapangan hukum privat. Menurut Hayyan ul- 
Haq, pemerinta dapat melakukan intervensi yang adil dan patut 
guna melindungi kepentingan publik dan hak-hak konstitusional 
rakyat.64 

b) Tindakan Negara dalam Hukum Publik
Selaku subjek hukum publik (publik actor) yang menjalankan 

kekuasaan publik (public authority, openbaar gezag) yang dijelmakan 
dalam kualitas penguasa (authorities) seperti halnya badan-badan 
tata usaha negara dan pelbagai jabatan yang diserahi wewenang 
penggunaan kekuasaan publik.65 Perbuatan-perbuatan alat-alat 
perlengkapan administrasi yang berupa perbuatan-perbuatan yang 
diatur oleh hukum publik itu ada dua kemungkinan sifatnya, yaitu 
mungkin bersipat sepihak (eenzijdige) atau kemungkinan bersifat 
dua pihak (tweezijdige),66 sebagaimana dijelaskan berikut ini: 
(1) perbuatan hukum bersegi satu (eenzijdige publikrechtelijke 

handeling) 
S. Sybenga hanya mengakui adanya perbuatan hukum 

publik yang bersegi satu (eenzijdige), artinya hukum publik itu 
lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. 
Tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua, tidak ada 
perjanjian, misalnya yang diatur oleh hukum publik. Jika 
pemerintah melakukan hubungan hukum perjanjian itu 
senantiasa menggunakan lapangan hukum privat.67Contoh 
perbuatan hukum publik bersegi satu yang dikeluarkan oleh 

64Hayyan ul Haq, Kompas, Loc. Cit. 
65Philipus M. Hadjon, dkk. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia 

(Introduction to the Indonesian Administrative Law). Op. Cit., hlm 166 
66Soehino, 1984. Asas-Asas Hukum Tata ..., Op. Cit., hlm 68. 
67S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009. Pokok-Pokok Hukum Administrasi ..., Op. 

Cit., hlm 68-70. 
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alat administrasi negara adalah perbuatan mengeluarkan 
peraturan keputusan/ketetapan.68  

(2) perbuatan hukum publik yang bersegi dua (tweezijdige 
publikrechtelijke handeling) 

Van der pot, Kranenberg-Vegting dan Wiarda 
mengakui adanya hukum publik bersegi dua atau adanya 
perjanjian menurut hukum publik. Mereka memberi contoh 
tentang adanya kortverband contract (perjanjian kerja jangka 
pendek yang diadakan seorang swasta sebagai pekerja dengan 
pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan).69 

 
3. Teori Kesejahteraan Sosial (Social Welfare)  

Berdasarkan bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan 
Sosial menyatakan bahwa  tujuan perjuangan Bangsa Indonesia untuk 
mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik material 
maupun spiritual yang sehat, yang menjunjung tinggi martabat dan 
hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, 
hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan negara berada dalam 
taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan 
merata. 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kesejahteraan sosial ialah 
suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun 
spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan 
ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga 
negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 
jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, 

 
68Eny Kusdarini, 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi ..., Op. Cit., hlm 92.  
69S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009. Pokok-Pokok Hukum Administrasi ..., Op. 

Cit., hlm 70. 
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keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi 
serta kewajiban manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Perjuangan Bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai 
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitu kesejahteraan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut harus tetap dilandasai 
berdasarkan kepada konsep kesejahteraan yang terdapat dalam Pasal 
33 UUD 1945. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara yang 
menganut faham negara kesejahteraan (welfare state) dengan model 
kesejahteraan sosial yang mengarah kepada konsep negara 
kesejahteraan partisipasif (participatory welfare state) yang 
mengharuskan negara tetap mengambil bagian dalam mensejahteraan 
masyarakatnya. 

Berpedoman pada tujuan negara (kesejahteraan umum) dan 
dasar negara (keadilan sosial), MK menyimpulkan bahwa yang harus 
disejahterakan dalam konsep negara kesejahteraan adalah seluruh 
rakyat Indonesia. Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi Bangsa 
Indonesia sebagaimana tercermin dalam semboyan pada Lambang 
Negara Garuda Pancasila, “Bhinneka Tunggal Ika”.70 

Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan aspek penting 
dalam konsep negara kesejahteraan. Pikiran-pikiran Bung Hatta 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 
yang berkenaan dengan susunan perekonomian Indonesia merdeka 
ditandai oleh adanya usaha kebersamaan/kekeluargaan. Usaha 
kebersamaan tidak berarti hanya pada tingkat usaha berskala kecil 
saja, tetapi juga bagi usaha besar yang mengenai keperluan umum dan 
kemakmuran rakyat semuanya.71 Usaha kebersamaan tersebut 
mengharuskan mengikutsertakan masyarakat, karena sukses 

70Tody Sasmitha dkk, 2014. Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah 
Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; 
dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010). Yogyakarta: STPNPress, hlm 33. 

71Sri Edi Swasono, 2005. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, dari Klasikal dan 
Neoklasikal Sampai ke The End of Leissez-Faire. Jakarta: Yayasan Hatta, hlm 34 
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tidaknya pembangunan itu tergantung dari partisipasi masyarakat.72 
Pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, sehingga dengan adanya pembangunan ekonomi tersebut 
rakyat harus terbawa dalam pembangunan.73 

Soekarno menyatakan, dalam menguraikan sila keadilan 
sosial (prinsip kesejahteraan) maka oleh karena itu, jikalau kita memang 
betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita 
terima prinsip sociale rechvaardigheid74 ini, yaitu bukan saja persamaan 
politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi harus 
mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama sebaik-baiknya. 
Dengan mengembangkan persamaan di lapangan ekonomi, Soekarno 
mengemukakan prinsip kesejahteraan yang merupakan visi 
emansipasinya, bahwa dengan prinsip kesejahteraan tidak akan ada 
kemiskinan di Indonesia merdeka juga tidak akan dibiarkan kaum kapitalis 
merajalela. Pernyataan Soekarno tersebut seyogianya tidak dipandang 
dari kecenderungan utopis-mennya saja, melainkan dari segi 
tekadnya yang kuat untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan 
sosial di seberang jembatan emas kemerdekaan.75  

Prinsip kesejahteraan tersebut juga tergambar jelas dalam 
menentukan arah dan tujuan Negara Indonesia sebagaimana 
tergambar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945: 

72Laidin Girsang (Penyusun). 1972.  Indonesia Sejak Supersemar. Jakarta: Yayasan 
Laita, hlm 246. 

73Elli Ruslinan, 2013. Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat 
Konstitusi UUD Negara Tahun 1945. Yogyakarta: Total Media, hlm 322. 

74Prinsip sociale rechvaardigheid menurut Soekarno disebut dengan istilah Ratu Adil 
yaitu prinsip kesejahteraan rakyat yang di dalamnya ada keadilan. Ratu Adil digambarkan 
Soekarno sebagai pemberontakan orang Jawa untuk, dengan jalan mengusir orang Belanda, 
mendirikan kerajaan mereka sendiri, kerajaan yang sesuai dengan harapan dan keinginan 
mereka, dengan gambaran mereka tentang keadilan sosial. Bernhard Dahm, 1987. Soekarno 
dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: LP3ES, hlm 412 

75Yudi Latif, 2012. Negara Paripurna. Jakarta: Gramedia, hlm 582. 
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Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke-
adilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan 
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.76 
 
Selanjutnya Mohammad Hatta dalam hal pembahasan 

pembentukan hukum dasar memberikan masukan kepada Panitia 
Kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin oleh Soepomo. 
Masukan Mohammad Hatta mengenai keadilan dan kesejahteraan 
sosial tersebut sebagai berikut:77 
a. orang Indonesia hidup tolong menolong; 
b. tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan 

mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah 
menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang; 

c. perekonomian disusun bersama, menurut dasar kolektif; 
d. cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak 

dikuasai oleh pemerintah; 

 
76Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. 
77Yudi Latif, 2012. Negara Paripurna. Op. Cit., hlm 535-536. 
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e. tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-orang berhak
memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga;

f. harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas
orang lain; dan

g. fakir miskin dipelihara oleh pemerintah.

Perumusan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 konseptornya 
adalah Bung Hatta, berada dalam Bab XIV tentang “Kesejahteraan 
Sosial” (kemudian secara absurd dirubah melalui amandemen 
menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial). Dapatlah 
melihat desain kesejahteraan sosial yang beliau pikirkan untuk rakyat 
Indonesia, bahwa isi Pasal 33 UUD 1945 yang asli tersebut pada 
hakekatnya menyatakan bahwa sistem perekonomian negara 
ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sementara 
melalui Pasal 34 UUD 1945, rakyat yang miskin dan terlantar menjadi 
tanggung jawab negara untuk melindunginya. Kedua pasal ini untuk 
mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat 
seluruhnya.78 

Mohammad Hatta dalam menyusun perekonomian bangsa 
Indonesia telah menolak pasar bebasnya Adam Smith, dan ketika 
Mohammad memimpin perhimpunan Indonesia sebelum tahun 1930 
telah dengan tegas menolak pula komunisme. Kemudian Mohammad 
Hatta dibuang di Boven Digoel pada tahun 1935, Mohammad Hatta 
sudah mulai menggagas Pasal 33 UUD 1945.  

Paham ekonomi Mohammad Hatta sebagaimana 
terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 bukanlah “jalan tengah” 
melainkan adalah “jalan lain”, Mohammad Hatta Hatta sendiri 
menyebutnya sebagai “jalan lurus”, yaitu “jalan Pancasila”. Di sinilah 

78Meutia Farida Hatta Swasono. Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia. 
Ceramah disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Bung Hatta di Padang pada 
tanggal 2 Desember 2011, hlm 7. 
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dalam konsepsi ekonomi Mohammad Hatta, pembangunan adalah 
proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun 
adalah rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah derivat dan 
pendukung pembangunan rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang 
berlaku adalah “daulat-rakyat” bukan “daulat-pasar”. Mohammad 
Hatta menegaskan pula, bahwa di dalam membangun perekonomian 
nasional berlaku “doktrin demokrasi ekonomi”, bahwa kemakmuran 
masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, 
kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh 
semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-
anggota masyarakat.79 

Visi ekonomi dan kesejahteraan Indonesia haruslah secara 
konsisten mengukuhkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, yang merupakan paham negara kesejahteraan (welfare state) 
yang dianut dalam UUD 1945, yakni keadilan yang memperlakukan 
setiap orang dengan prinsip kesetaraan (principle of equal liberty) tanpa 
diskriminasi. Politik ekonomi Indonesia harus ditempatkan kembali 
secara kokoh diatas landasan demokrasi ekonomi yang Pancasilais, 
dimana keadilan sosial melalui perwujudan negara kesejahteraan 
yang merupakan imperatif etis dari amanat Pancasila dan Pasal 33 dan 
Pasal 34 UUD 1945.80 

Mewujudkan kesejahteraan sosial sebesar-besarnya demi 
kemakmuran rakyat Indonesia sangat erat kaitannya dengan sila ke-
lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
Terlihatlah bahwa konsep keadilan sosial menjadi konsep 
kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 dan Pasal 33  UUD 1945 lebih 
menunjukkan demokrasi ekonomi, hal ini sepertinya terkait dengan 

79Ibid, hlm 3. 
80Agun Gunandjar Sudarsa, 2013. Membangun Indonesia Sejahtera: Langkah Nyata 

Menuju Visi Indonesia 2010. Jakarta: RMBooks, hlm 218-219. 
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pemikiran Soekarno yang melihat kesejahteraan dalam kaitannya 
dengan demokrasi ekonomi.81 

 
4. Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Berkontrak 
 Iktikad baik di Indonesia di atur dalam Pasal 1338 ayat (3) 
KUHPerdata. Pasal tersebut menentukan bahwa perjanjian harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik. Ketentuan sebagaimana Pasal 1338 
ayat (3) tersebut masih abstrak dan tidak terdapat pengertian dan 
tolak ukur iktikad baik dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, perlu 
dicari dan ditelusuri makna serta tolak ukur iktikad tersebut.82 
 Iktikad baik merupakan prinsip utama dalam bidang bisnis 
dan hukum. Subekti menyatakan bahwa iktikad baik merupakan 
suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Lebih lanjut 
dikatakan bahwa hukum itu selalu mengejar dua tujuan yaitu 
menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan (keadilan). 
Jika ayat pertama Pasal 1338 KUHPerdata dapat dipandang sebagai 
suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), ayat 
ketiga Pasal 1338 KUHPerdata harus dipandang sebagai suatu 
tuntutan keadilan.83  
 Iktikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga 
bentuk perilaku para pihak. Pertama, para pihak harus memegang 
teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh 
mengambil keuntungan dengan tindakan menyesatkan terhadap 
salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan 
perilaku sebagai orang terhormat dan jujur.84 

 
81Restorasi Pancasila, 2006. Mendamaikan Politik Identitas dan Modernis.Jakarta: 

Brighten Press, hlm 221. 
82Ridwan Khairandy, 2015. Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus 

Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan. Yogyakarta: FH UII Press, hlm 51.  
83Subekti, 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, hlm 41.  
84Ridwan Khairandy, 2015. Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus 

Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan. Op. Cit., hlm 52. 
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Pasal 1338 (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian-
perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Apa yang 
dimaksud dengan iktikad baik  (te goeder trouw; good faith) perundang-
undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan iktikad baik 
adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang 
baik). Sementara itu, dalam Kamus Hukum Fockema Andrea 
dijelaskan bahwa goede trouw adalah maksud, semangat yang 
menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut 
dalam suatu hubungan hukum.85 

Islam juga mengenal ajaran iktikad baik dalam kegiatan 
bisnis, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 
1 sebagaimana berikut ini:  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya.86 

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Firman Allah SWT 
sebagaimana yang terdapat dalam Surat Anisa ayat 29: 

85Agus Yudha Hernoko, 2010. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
Komersil. Jakarta: Kencana, hlm 134. 

86Departemen Agama RI. 2002. Al-Qur’an Terjemahannya. Jakarta: PT. Jaya Sakti, 
hlm 156. 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.87 

G. Metode Penelitian 
1. Objek Penelitian

Objek penelitian disertasi ini mengenai 
Konstitusionalisme dalam Kebijakan Hukum Kontrak 
(Studi tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi). 

2. Jenis Penelitian
Penelitian dalam penulisan disertasi dengan judul 

Konstitusionalisme dalam Kebijakan Hukum Kontrak 
(Studi tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi) ini 
merupakan penelitian hukum normatif. 

3. Metode Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, 
pendekatan analisis, pendekatan historis, pendekatan 
filsafat, pendekatan kasus, pendekatan ekonomi dan 
pendekatan perbandingan.88  

4. Bahan Hukum
Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis. Sehingga dalam penelitian hukum tidak dikenal 
adanya hipotesis, demikian pula halnya dengan istilah 
“data”, dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan 

87Ibid, hlm 156. 
88Johnny Ibrahim, 2012. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.  Malang: 

Bayumedia Publishing, hlm 300. 



30

KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK 
(STUDI TENTANG KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI)

 

hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan 
sebagai rujukan meliputi:89 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat
(legal of binding);

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan
bahan hukum primer  yang terdiri bahan-bahan
kepustakaan;

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan penunjang yang
nemberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum baik primer dan sekunder yang 

diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (snow ball 
theory) dan akan diinventarisasi dan diintifikasi untuk 
selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan 
yang berhubungan dengan penelitian ini.90 

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi 

dan identifikasi terhadap sumber-sumber bahan hukum 
yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya 
melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang 
ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap 
asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta 
bahan hukum lainnya. Rangakaian tahapan tersebut 
dimaksudkan untuk mempermudah pengakajian 
permasalahan penelitian. Melaui rangakaian tahapan 

89Ibid, hlm 42 
90Ibid. 
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tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi 
terhadap permasalahan yang yang ada.91 

7. Pertanggung jawaban Sistematika
Penulisan Disertasi ini dilakukan dengan 

menggunakan 5 (lima) bab pembahasan. Bab I berisi 
pendahuluan, Bab II, III dan IV merupakan pembahasan dari 
rumusan permasalahan yang ada, kemudian Bab V berisi 
tentang kesimpulan dan saran, yang mana isi dari masing-
masing bab tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam 
pembahasan hasil penelitian. 

91Ibid. 
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BAB II 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. URGENSI KONSTITUSIONALISME DALAM 
KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK KAITANNYA 
DENGAN PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 

1. Pendahuluan
Hak konstitusional dan hukum kontrak saat ini mulai

bergerak satu sama lain dengan perkembangan yang terus meningkat. 
Peran hak konstitusional, yang dipahami sebagai instrumen untuk 
melindungi individu terhadap kekuasaan negara, tidak lagi hanya 
sebatas hubungan ini. Hubungan hukum privat, termasuk hubungan 
kontraktual dimana negara bukan partai sendiri, telah kehilangan 
kekebalannya dengan cepat akibat hak konstitusional.92 
Kecenderungan penting lainnya yang muncul pada abad ke-20 adalah 
meningkatnya dampak hak-hak dasar terhadap hukum privat.93 
Dengan menggunakan pendekatan yang lebih tua yang mengakui 
hanya penerapan vertikal hak-hak dasar, saat ini diterima bahwa hak-
hak fundamental konstitusional dapat diterapkan secara horizontal 
pada sengketa hukum privat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung.94 Hal ini menekankan bahwa hak-hak fundamental 
digunakan dalam hukum kontrak dengan cara yang sama seperti 

92Olha Cherednychenko, “The Constitutionalizazion of Contract Law: Something New 
under the Sun?.” Electronic Journal of Comparative Law, vol. 8.1 March 2004, hlm 2. 

93Lorenz Fastrich, 2007. Human Rights and Private Law. in Katja S Ziegler (ed), 2007. 
Human Rights and Private Law: Privacy as Autonomy. Hart Publishing, hlm 23–34. 

94Aharon Barak, Constitutional Human Rights and Private Law. in Daniel Friedmann 
and Daphne Barak-Erez (eds), 2001. Human Rights in Private Law. Hart Publishing 2001, 
hlm 14–42. 
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dalam hubungan warga negara-warga negara. Penerapan horizontal 
secara tidak langsung atas hak-hak fundamental menyiratkan bahwa 
walaupun hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara 
langsung terhadap pihak lain dalam perselisihan hukum privat, 
namun ketentuan hukum privat harus dirumuskan dan ditafsirkan 
sesuai dengan nilai fundamental (konstitusi).95 

Bagaimana pengaruhnya ajaran konstitusinal kontrak dalam 
kebijakan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia pada saat ini 
masih jauh dari yang diharapkan. Di Indonesia, khususnya dalam 
praktik kontrak sumber daya alam masih jauh dari nilai-nilai 
konstitusioal. Karena praktik kontrak sumber daya alam di Indonesia 
masih mengesampingkan nilai-nilai dan penghargaan terhadap hak-
hak konstitusional warga negara. Untuk itu dalam pembahan ini akan 
dianalisa mengenai landasan filosofi pentingnya konstiusional 
kontrak dan kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD sebagai dasar 
pelaksanaan kontrak-kontrak sumber daya alam. 

 
2. Landasan Filosofi Konstitusional Kontrak 

a. Ajaran Konstitusionalisme dalam Kebijakan Pemerintah 
Negara-negara yang menganut asas demokrasi konstitusional 

seperti halnya Indonesia, mutu dan nilai ketatalaksanaan pemerintah 
diukur menurut konstitusionalitasnya yakni sejauh mana 
kesesuaiannya dengan konstitusi yang berlaku, baik konstitusi yang 
tertulis maupun konstitusi yang tidak tertulis.96 Konstitusionalitas 
tersebut juga harus tercermin terhadap kebijakan-kebijakan 
pemerintahd alam lapangan hukum publik maupun hukum privat. 

 
95Marcin Szwed, 2014. Constitutional protection of freedom…, Op. Cit., hlm 12. 

 
96M. Solly Lubis, 1978. Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 

hlm 209. 
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Menurut Ni’matul Huda, setiap proses keputusan hukum dan 
kebijakan negara harus dibuat sesuai ketentuan konstitusi,97 paham 
inilah yang selanjutnya dikenal dengan konstitusionalisme. Tujuan 
konstitusionalisme agar pelaksanaan keputusan hukum dan 
kebijakan pemerintah teratur tidak simpang siur, harus merupakan 
suatu tertib dan satu kesatuan tujuan konstitusi.98 Konstitusionalisme 
adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak 
rakyat melalui konstitusi.99 Sementara itu negara konstitusional 
berarti bahwa segala sesuatu tindakan dari pada negara (penguasa-
penguasanya) harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang 
merupakan suatu sitem konstitusi.100 

Kelemahan praktik kebijakan pemerintah dalam hukum 
privat (kontrak) cenderung menggunakan kebebasan berkontrak 
tanpa memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara yang 
terkena dampak akibat pelaksaan kontrak sumber daya alam. Di sisi 
lain, juga terdapat kelemahan Mahkamah Konstitusi yang tidak 
mempunyai kewenanan untuk mengoreksi kebijakan privat yang 
dilakukan oleh pemerintah ketika kebijakan berkontrak tersebut 
bertetangan dengan konstitusi. Padahal di negara-negara yang 
menjunjung tinggi hak-hak konstitusional lebih menghormati hak-
hak knstitusional warga negaranya dibadingkan kepentingan bisnis. 

Pada hakekatnya, tidak ada kebijakan negara yang tidak bisa 
diujui konstitusionalistasnya terhadap konstitusi. Akan tetapi di 
Indonesia, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji 
kebijakan pemerintah dalam rangka kebijakan publik (seperti menguji 

 
97Ni’matul Huda, 2016. Perkembangan Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan 

Lembaga Negara Pasca Reformasi. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata 
Negara UII Yogyakarta, hlm 12. 

98A. Mukthie Fadjar, 2005. Tipe Negara Hukum. Op. Cit., hlm 78.  
99Abdul Muktie Fadjar, 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. 

Yogyakarta: Citra Media, hlm 34-35. 
100Joeniarto, 1968. Negara Hukum. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah 

Mada, hlm 51. 
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undang-undang terhadap UUD), pertanyaan yang muncul adalah 
berdasarkan teori kewengan bertindak, maka negara dapat bertindak 
sebagai badan publik dan badan privat. 

Ketika pemerintah bertindak sebagai badan publik, maka 
kebijakan tersebut dapat diuji melalui lembaga-lembaga peradilan 
yang ada, misalnya ketika pemerintah mengeluarkan keputusan yang 
bertentangan dengan norma yang ada maka keputusan tersebut dapat 
diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, begitu juga ketika legislatif 
membuat dan mengesahkan undang-undang, maka undang-undang 
tesebut dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi, 
lalu bagaimana terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 
hubungan privat, pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan 
hukum privat pemerintah dapat diuji atau tidak, siapakah yang 
berwenang untuk mengujinya, bagaimana cara mengujinya. 

Dalam lapangan hukum privat, kebijakan yang dilakukan 
pemerintah dalam hubungan dengan kontraktual seharusnya juga 
dapat dilakukan korektif oleh Mahkamah Agung berdasarkan 
prinsip-prinsip keadilan sehingga selaras dengan konstitusi. 

Kontrak sebagai instrument pertukaran dan kewajiban 
diharapkan dapat berangsung dengan baik, fair dan proporsional 
sesuai dengan kesepakatan para pihak. Aturan main pertukaran ini 
menjadi domain para pihak, kecuali dalam batas-batas tertentu 
muncul intervensi, antara laian baik dari undang-undang yang 
bersifat memaksa maupun otoritas tertentut (hakim). Namun sifat 
intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran hak 
dan kewajiban berlangsung secara fair.101 

Berdasarkan teori yang ada, dalam bentuk apapun kebijakan 
yang dilakukan oleh negara, baik itu kebijakan dalam rangka hukum 

 
101Agus Yudha Hernoko, Penyelesaian Sengketa Berbasis Kontrak Berdasarkan Azas 

Proporsionalitas. Hlm 2, diakses melalui http://download.portalgaruda.org/ 
article.php?article=1866&val=1156. 
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publik maupun kebijakan dalam rangka hukum privat (berkontrak), 
maka menurut I Dewa Gede Palguna berdasarkan kewenangan 
kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudukatif) dibatasin oleh 
hak konstitusional sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara, 
yang mengandung pengertian bahwa:102  
1) Jika pembuat undang-undang, sebagai pemegang kekuasaan 

legislatif, membuat undang-undang maka undang-undang itu 
tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak 
konstitusional yang ada; 

2) Jika pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, 
mengambil atau melalukan tindakan tertentu dalam 
menjalankana pemerintahan, maka tindakan itu tidak boleh 
bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional. 

3) Jika pengadilan, sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, 
melakukan tindakan mengadili dan memutus perkara yang 
diajukan kepadanya, maka tindakan mengadili maupun putusan 
pengadilan itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar 
hak-hak konstitusional. 

 
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan 

hubungan kontraktual merupakan kewenangan yang di dapat oleh 
pemerintah berdasarkan undang-undang, diantaranya Undang-
Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak 
dan Gas Bumi, bahwa pemerintah dapat melakukan kontrak 
kerjasama di bidang pertambangan Migas dalam bentuk perjanjian 
karya103 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi menyatakan pemerintah melalui kuasa pertambangan 
dapat melakukan kontrak kerjasama dalam bentuk kontrak bagi hasil. 

 
102I Dewa Gede Palguna, 2013. Pengaduan Konstitusional (Constitutional 

Complaint)…, Op. Cit., hlm 137-138. 
103Salim HS, 2007. Hukum Pertambangan di Indonesia. Op. Cit., hlm 310. 
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b. Konstitusional Kontrak: Tujuan Konseptual 
Pada masa lalu, nilai-nilai konstitusional dan hukum kontrak 

dianggap tidak ada hubungannya satu sama lain. Hal ini disebabkan 
terdapat perbedaan yang sangat tajam antara hukum publik dan 
hukum privat. Hukum kontrak dianggap sebagai cabang hukum yang 
benar-benar terpisah dari pengaruh hak-hak dasar (hak-hak 
konstitusional) yang tidak mempunyai pengaruh terhadap hukum 
kontrak. Fungsi nilai-nilai konstitusional pada masa itu terbatas hanya 
untuk melindungi individu dari penggunaan kekuasaan negara 
secara berlebihan.104 

Meskipun demikian, saat ini nilai-nilai konstitusional dan 
hukum kontrak telah berjalan satu sama lain dengan perkembangan 
yang sangat cepat. Meningkatnya pengaruh hak-hak konstitusional 
atas hubungan yang dilakukan berdasarkan hukum privat dalam 
lapangan hukum kontrak, memungkinkan untuk membahas 
pengaruh nilai-nilai konstitusional terhadap hukum kontrak. 
Perubahan ini dengan jelas menunjukkan bahwa berkembangnya 
ajaran konstitusional dan hukum kontrak yang tidak lagi ada dalam 
isolasi satu sama lain.105  

Konstitusional kontrak merupakan cara baru 
mengapresiasiakan hukum kontrak dengan menggunakan batu uji 
pembatasan langsung kepada UUD. UUD 1945 sebagai konstitusi 
memiliki banyak wajah, karena tidak hanya dapat dilihat sebagai 
konstitusi politik (political constitusional) yang mengatur pembagian 
kekuasaan dalam negara, melainkan pula dapat dilihat sebagai 
konstitusi ekonomi (economic constitution) dan konstitusi sosial (social 
constitution). Sesuai fungsinya, UUD 1945 sebagai sumber hukum 
tertinggi juga dapat dipahami sebagai konstitusi persatuan 

 
104Olha O. Cherednychenko, 2008. Subordinating Contract law to Fundamental Rights: 

Towards a Major Breakthrough or towards Walking in Circles. dalam Constitutional Values and 
European Contract Law. 2008. The Netherlands: Kluwer law International, hlm 36. 

105Ibid. 
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(integrating constitusion). Dalam menentukan aturan-aturan 
konstitusional, UUD tidak boleh dipahami sebagai konstitusi yang 
mengatur dan membatasi (regulating and limitating constitusion), tetapi 
juga merupakan konstitusi pembebasan (liberating konstitusi). 106 
Sehingga semua bidang pembangunan yang kebijakannya 
dituangkan resmi dalam bentuk undang-undang dan penerapannya 
tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. 
 Selama ini kajian konstitusi terlalu banyak terpusat pada 
persoalan kelembagaan negara, pembagian kekuasaan antar lembaga 
negara, dan persoalan peraturan perundang-undangan. Kajian 
konstitusi baru melihat konstitusi dalam aspek-aspek tematik yang 
memungkinkan kajian konstitusi bertemu dengan kajian-kajian 
tematik lainnya yang menjadi kajian interdisipliner seperti 
konstitusionalisme agraria (2016),107 konstitusi ekonomi (2010),108 dan 
green constitution.109  

Selanjutnya mengenai konstitusional kontrak tidak hanya 
dipahami dalam konteks konsensualitas yang melahirkan hak dan 
kewajiban para pihak. Akan tetapi konstitusionalisme kontrak 
merupakan cara baru dalam mengapresiasikan lembaga hukum 
kontrak dengan tetap mengacu kepada konstitusional. Konstitusional 
kontrak tidak sama seperti kontrak pada umumnya yang hanya 
mengikat para pihak yang berkontrak, tetapi juga mengikat negara 
dan warga negara yang mempunyai kepentingan akibat pelaksanaan 
kontrak. 

Dalam konteks konstitusional kontrak dalam penelitian ini, 
pertama-tama hanya akan dibatasi kepada kontrak-kontrak bisnis 

 
106Jimly Asshiddiqie dalam Yance Arizona, 2016. Konstitusionalisme Agraria. Op. 

Cit., hlm xiv. 
107Ibid. 
108Jimly Asshiddiqie, 2010. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas, hlm 1. 
109Jimly Asshiddiqie, 2009. Grenn Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945. Jakarta: 

Raja Grafindo. 
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kontemporer yang salah pihak bertindak mewakili kepentingan 
negara dalam melakukan hubungan hukum kontrak dengan badan 
hukum lain. 

 Pengkajian terhadap konstitusional kontrak dilakukan 
terhadap kontrak yang pernah dilakukan oleh pemerintah dan rezim 
kontrak yang berlaku saat ini dalam pengelolaan sumber daya alam 
khususnya Migas. Kontrak-kontrak tersebut telah berlaku semenjak 
Indonesia di bawah pemerintahan kolonial, masa kemerdekaan, orde 
lama, orde baru dan reformasi. Perjalanan panjang pasang surut 
dinamika pemerintahan yang terjadi juga mewarnai corak kontrak 
yang diberlakukan.  

Konstitusionalisme kontrak merupakan pengkajian terhadap 
kontrak-kontrak bisnis (khususnya kontrak berdimensi publik) yang 
dilihat dan dikaji dari sudut atau aliran konstitusi baik secara aturan 
formil maupun akibat penerapan kontrak, dengan melihat kontrak-
kontrak tersebut secara holistik dan dikaitkan dengan nilai-nilai dan 
batasan-batasan yang terdapat dalam konstitusi, lebih jauh lagi 
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional 
akibat dibuat dan/atau dilaksanakan suatu kontrak bisnis. 

 
1) Konsep Formil Konstitusional Kontrak 

Secara khusus belum ada ketentuan yang menjelaskan 
bagaimana merumuskan elemen atau bentuk baku syarat formil 
konstitusional kontrak. Namun, syarat formil konstitusional kontrak 
setidaknya dapat dilihat dari kriteria yang dapat untuk dipakai 
menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya 
(formele toetsing)110 adalah sejauh mana kontrak tersebut ditetapkan 
dalam bentuk yang tepat (appropriate form) lembaga atau badan mana 
yang tepat untuk melakukan hubungan kontrak (appropriate 

 
110Jimly Asshiddiqie, 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Cetakan 

Kedua). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,  hlm 62 
 

 

institution) dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedur), 
terdapat klausula konstitutif, tujuan berkontrak merupakan 
manifestasi dari tujuan konstitusi, serta terdapat lembaga yang 
ditunjuk dan berwenang untuk menilai konstitusionalitas kontrak 
tersebut. 

 
2) Konsep Materil Konstitusional Kontrak 
  Negara tidak hanya berperan dalam merumuskan formalitas 
kontrak, tetapi juga menjaga dan mengawasi sehingga dapat 
melakukan intervensi yang adil dan proporsional terhadap 
substansi/kaidah kontrak agar tidak bertentangan dengan konstitusi 
dan juga pelaksanaan kontrak. Aspek materil konstitusionalisme 
kontrak setidak-tidaknya berisi dua unsur, yaitu: 
 Pertama, substansi/kaidah kontrak tidak bertentangan dengan 
konstitusional, dalam hal ini Ni’matul Huda menyatakan bahwa 
suatu kaidah hukum tidak boleh ingkar dari atau bersifat 
menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi 
derajatnya.111 Begitupun halnya dengan konstitusional kontrak secara 
substansi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.  
 Kedua, dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar hak-
hak konstitusional warga negara. 
 
 Untuk menentukan substansi/kaidah kontrak dan 
pelaksanaan kontrak tidak bertentangan dengan konstitusional 
diperlukan pengujian materil. Pekerjaan yang mengambil keputusan 
tentang sesuai tidaknya kaidah hukum dengan undang-undang dasar 
atau dengan kaidah konstitusi yang setaraf dengan itu disebut dengan 
pengujian konstitusional secara material.112 Untuk itu, konsep meteril 

 
111Ni’matul Huda, 2011. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press, hlm 30. 
112Usep Ranawijaya dalam Ni’matul Huda, 2011. Dinamika Ketatanegaraan 

Indonesia. Op. Cit., hlm 30. 
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institution) dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedur), 
terdapat klausula konstitutif, tujuan berkontrak merupakan 
manifestasi dari tujuan konstitusi, serta terdapat lembaga yang 
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2) Konsep Materil Konstitusional Kontrak 
  Negara tidak hanya berperan dalam merumuskan formalitas 
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konstitusional, dalam hal ini Ni’matul Huda menyatakan bahwa 
suatu kaidah hukum tidak boleh ingkar dari atau bersifat 
menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi 
derajatnya.111 Begitupun halnya dengan konstitusional kontrak secara 
substansi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.  
 Kedua, dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar hak-
hak konstitusional warga negara. 
 
 Untuk menentukan substansi/kaidah kontrak dan 
pelaksanaan kontrak tidak bertentangan dengan konstitusional 
diperlukan pengujian materil. Pekerjaan yang mengambil keputusan 
tentang sesuai tidaknya kaidah hukum dengan undang-undang dasar 
atau dengan kaidah konstitusi yang setaraf dengan itu disebut dengan 
pengujian konstitusional secara material.112 Untuk itu, konsep meteril 

 
111Ni’matul Huda, 2011. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press, hlm 30. 
112Usep Ranawijaya dalam Ni’matul Huda, 2011. Dinamika Ketatanegaraan 

Indonesia. Op. Cit., hlm 30. 
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konstitusional kontrak tidak hanya dilihat dari prosedur formil suatu 
kontrak tetapi juga aspek materilnya agar tujuan sebagaimana yang 
hendak dicapai oleh konstitusi dapat terlaksana. Sehingga pada titik 
akhir, akan ada pengujian konstitusionalitas kontrak yang dilakukan 
oleh lembaga yang berwenang untuk itu. 
 
3) Objek Konstitusional Kontrak 
 Agar suatu kontrak dianggap sah, objek kontrak harus 
memenuhi beberapa persyaratan.113 Menurut Annalisa Yahanan, 
Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, mendefinisikan 
objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan, artinya 
dalam pembuatan kontrak apa yang diperjanjikan harus jelas, 
sehingga hak dan dan kewajiban para pihak dapat diterapkan.114  
 Objek konstitusional kontrak dalam penelitian ini hanya 
dibatasi hanya terhadap sumber daya alam yang Indonesia 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sumber 
daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
kepada bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional.115 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional bagi 
negara untuk menguasai sumber daya alam yang terkandung di bumi 
Indonesia. Hak Menguasai Negara meliputi seluruh bumi, air dan dan 
ruang angkasa di wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:116 

a) di atasnya sudah ada hak-hak perorangan/keluarga, apapun 
nama hak itu; 

 
113Syahmin AK, 2006. Hukum Kontrak Internasional. Op. Cit., hlm 2. 
114Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, 2009. 

Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten. Malang: Tunggal Mandiri 
Publishing, hlm 23. 

115Boedi Harsono, 1999. Hukum Agraria Indonesia. Loc. Cit.   
116Iman Soetiknjo, 1990. Politik Agraria Nasional. Loc. Cit. 
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b) di atasnya masih ada hak ulayat dan hak-hak semacam itu, 
apapun nama hak itu; 

c) di atasnya ada hak-hak tersebut sebagaimana huruf a dan b, 
dan/atau sudah tidak ada pemegang hak-hak tersebut 
(misalnya bekas tanah Swapraja, anah bekas hak-hak barat, 
tanah tak bertuan, hutan negara dan lain-lain sebagainya). 

 
4) Subjek Konstitusional Kontrak 
 Setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu 
agar kontrak dapat mengikat para pihak yang membuatnya.117 
Berdasarkan ajaran hukum (rechtsleer) keperdataan dikenal dengan 
istilah subjek hukum, yaitu de drager van de richteen en plichten atau 
pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia (natuurlijk 
persoon) dan badan hukum118 (rechtspersoon),119 yang berarti orang 
(persoon) yang diciptakan oleh hukum.  
 Subjek dalam konstitusional kontrak juga harus memenuhi 
unsur kebijakan (beleid), pengurusan (bertuurdaad), pengaturan 
(regelendaad), pengelolaan (beheerdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat,120 sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 36/PUU-X/ 2012. 
 

 
 

117Syahmin AK, 2006. Hukum Kontrak Internasional. Op. Cit., hlm 3. 
118Lalu lintas bisnis lazimnya bisa dilakukan oleh perseorangan dan bisa juga 

dengan suatu perkumpulan dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum 
maupun perkumpulan yang berbentuk badan hukum. Richard Burton Simatupang, 2003. 
Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 2. 

119Ridwan HR, 2010. Hukum Administrasi Negara.Op. Cit., hlm 74. 
120Nizammudin, 2015. Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan 

Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/ 2012. Jakarta: Disertasi 
pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, 
Volume 5, Nomor 3, November 2016  hlm 428. Lihat juga Penafsiran Konsep Penguasaan 
Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
RI, Loc. Cit. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hlm 20. 
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5) Daya Ikat Konstitusional Kontrak Terhadap Pihak Ketiga 
 Konsep baru dalam konstitusional kontrak tidak hanya 
mengikat para pihak yang berkontrak (dalam hal ini negara dan 
pelaku bisnis). Akan tetapi mengikat juga pihak-pihak yang berada di 
luar kontrak baik yang mempunyai hubungan langsung dengan 
kontrak maupun tidak. 
 Etty Susilowati menyatakan, dalam tataran teoritis pada suatu 
kontrak, dideskripsikan mengenai evolusi hukum kontrak yang 
menggambarkan bahwa kontrak perlu di lihat dalam kerangka 
kepentingan para pihak, kepentingan sosial dan kepentingan pihak 
ketiga. Dengan kata lain, hubungan antara perundang-undangan dan 
hukum kontrak sama-sama dalam rangka pengembangan 
kelembagaan  demi perlindungan dan jaminan kepentingan segitiga 
yaitu antara pemerintah, pihak yang berkontrak dan subjek hukum 
lain.121 Hal ini sejalan dengan konstitusional kontrak, yang tidak 
hanya melindungi para pihak yang berkontrak, tetapi juga subjek lain 
yang terkena dampak dalam kebijakan kontrak. 
  Berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata dinyatakan, bahwa 
orang hanya dapat memperjanjikan sesuatu hak untuk dirinya. 
Ketentuan memperjelas bahwa memperjanjikan sesuatu hak untuk 
pihak ketiga yang berada di luar perjanjian tidak diperkenankan.122 
Tetapi terdapat pengecualian untuk aturan ini sebagaimana yang 
terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang membolehkan 
seseorang membuat janji untuk kepentingan pihak ketiga.123 

Pasal 1317 KUHPerdata memberikan kesempatan untuk 
meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga, 
asal dipenuhi beberapa syarat tertentu antara lain asalkan yang 
bersangkutan meminta suatu janji untuk dirinya sendiri. Dengan 

 
121Etty Susilowati, 2007. Kontrak Alih Teknologi ..., Op. Cit., hlm 23. 
122J. Satrio, 1995. Hukum Perikatan, Perikatan..., Op. Cit., hlm 105. 
123Herlien Budiono, 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian ..., Op. Cit., hlm 159. 

 
 

demikian, di sini sebenarnya ada perjanjian antara dua pihak, tetapi 
yang dengan syarat-syarat tertentu bisa mempunyai akibat hukum 
yang langsung kepada pihak ketiga. Sehingga di sini bukan pihak 
ketiga yang minta diperjanjikan suatu hak untuk dirinya dari 
promisor (orang yang menjanjikan).124 Dalam pembahasan Pasal 1317 
KUHPerdata tersebut, memperjanjikan pihak ketiga akan sesuatu hak 
hanya dapat dilakukan atas permintaan stipulator (orang yang minta 
diperjanjikan suatu hak) kepada promisor. 

Sehingga, dalam konstitusional kontrak ketentuan semacam 
ini melanggar hak-hak konstitusional dan keperdataan. Hal ini dapat 
dilihat dari kepemilikan objek konstitusional kontrak, dalam praktek 
selama ini negara adalah pemegang HMN atas semua sumber daya 
alam yang ada di Indonesia. Baik itu SDA yang sudah dimiliki oleh 
rakyat, masyarakat (kepemilikan secara ulayat) maupun yang belum 
ada alas hak kepemilikan. 

 
3. Urgensi Konstitusional Kontrak Migas 

Pentingnya upaya konstitusional kontrak, harus dikaji melalui 
beberapa aspek yaitu: 
a. Aspek filosofi 

Aspek filosofis ini memuat hasil kajian yang mencerminkan 
landasan ideal atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita pada saat 
kontrak yang mengandung nilai-nilai konstitutif di dalamnya. Sejarah 
panjang kontrak Migas yang berlaku membuat bangsa Indonesia 
mengalami kerugian dan penderitaan multidimensi. Aspek filosofi 
konstitusional kontrak harus senapas dengan perjuangan dan cita-cita 
sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi.  
b. Aspek sosiologis 
 Aspek sosiologis mengkonstruksikan kontrak disusun tidak 
hanya mengakomodir kepentingan para pihak yang berkontrak tetapi 

 
124J. Satrio, 1995. Hukum Perikatan, Perikatan..., Op. Cit., hlm 107. 
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kontrak yang mengandung nilai-nilai konstitutif di dalamnya. Sejarah 
panjang kontrak Migas yang berlaku membuat bangsa Indonesia 
mengalami kerugian dan penderitaan multidimensi. Aspek filosofi 
konstitusional kontrak harus senapas dengan perjuangan dan cita-cita 
sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi.  
b. Aspek sosiologis 
 Aspek sosiologis mengkonstruksikan kontrak disusun tidak 
hanya mengakomodir kepentingan para pihak yang berkontrak tetapi 

 
124J. Satrio, 1995. Hukum Perikatan, Perikatan..., Op. Cit., hlm 107. 
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mengkaji juga realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum 
masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan 
berkembang (rasa keadilan masyarakat). Aspek sosiologis ini 
merupakan perwujudan upaya humanisasi di dalam kontrak. 

Selain itu aspek sosiologis juga menyarankan agar dilakukan 
stabilization clause untuk memodifikasi perjanjian hukum dalam setiap 
kontrak Migas125 dan Rebus Sic Stantibus adalah di mana suatu produk 
hukum dengan sendirinya tidak lagi berlaku apabila keadaan sosial 
yang tercantum dalam produk hukum tersebut tidak sesuai lagi 
dengan kondisi sebenarnya.126 
c. Aspek Yuridis 
 Aspek yuridis dalam pengaturan hukum kontrak 
pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi secara konseptual masih bermasalah. 
Problematika tersebut baik yang menyangkut perundang-undangan 
yang merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 
maupun problematika berbagai aspek kegiatan hulu Migas.127 Hal ini 
dibuktikan dengan adanya beberapa pasal dalam undang-undang 
tersebut yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena 
bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007, Nomor 36/PUU-X/2012 dan 
Nomor 65/PUU-X/2012  yang kesemua permohonan pengujian 
undang-undang tersebut mempermasalahkan sistem kontrak bagi 

 
125Masalah Kontrak Kerja Sama Jadi Isu Penting di RUU Migas : Perlunya Stabilization 

Clause Untuk Memodifikasi Perjanjian Hukum dalam Setiap Kontrak Migas. Selasa, 17 Maret 
2015 diakses melalui 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081490b5d4a/masalah-kontrak-jadi-isu-
penting-dalam-ruu-migas. 

126Muchsan, 1982. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Yogyakarta: 
Liberty,  hlm 49. 

127Ridwan Khairandy, Pengantar dalam Junaidi Albab Setiawan, 2015. Migas 
Untuk Rakyat Catatan Seorang Praktisi. Op. Cit., hlm xiv. 
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hasil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. 
d. Aspek politis 
 Upaya melakukan konstitusional kontrak dilakukan melalui 
kebijakan pemerintah melalui undang-undang yang akan mengakhiri 
hak-hak pertambangan yang absolut dan kebebasan berkontrak yang 
absolut. Dengan kebijakan baru termaksud bukan saja keadaan hak-
hak absolut ditiadakan dan pengembalian kekuasaan atas bahan-
bahan vital tersebut kepada negara yang dapat dipergunakan untuk 
sebesar mungkin kemakmuran rakyat.Hal ini dapat dilihat dari kasus 
semburan lumpur lapindo sampai saat ini tidak terselesaikan dengan 
tuntas dan hanya diselesaikan melalui jalur politik oleh penguasa dan 
pengusaha.128 Hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan peraturan 
yang dikeluarkan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap 
pengusaha, diantaranya terdapat 5 (lima) kebijakan yang dikeluarkan 
akan tetapi tidak mampu menyelesaikan akar masalah yang terjadi, 
yaitu; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tim 
Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Keputusan 
Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim 
Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Peraturan 
Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan 
Lumpur Sidoarjo (BPLS), Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Peraturan 
Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan 
Lumpur Sidoarjo (BPLS).129 
 

 
128Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, 2012. Konflik Lumpur Lapindo:..., 

Op. Cit., hlm 166-177. 
129Ibid. 
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e. Aspek ekonomis 
 Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tujuan dilaksanakan 
kontrak bagi hasil Migas adalah sebesar-besar demi kemakmuran 
rakyat Indonesia. Akan tetapi apa yang hendak dituju tersebut tidak 
pernah tercapai, pada faktanya justru yang terjadi sebaliknya. 

Beberapa sasaran fundamental pembangunan ekonomi demi 
terwujudnya kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945 tersebut, diantaranya: pengurangan angka kemiskinan, jumlah 
penggangguran dan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan rakyat; 
dan penstabilan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, 
penetapan sasaran fundamental pembangunan ekonomi pada 
hakekatnya merupakan penetapan indikator yang mencerminkan 
kondisi riil kesejahteraan rakyat.130 

Nilai ekonomis konstitusional kontrak tidak hanya 
memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang 
berkontrak. Tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi subjek lain 
yang mempunyai hubungan langsung dengan sumber daya alam 
sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

 
4. Konstitusional Kontrak: Kontrak Privat Berdimensi Publik 

Untuk melakukan identifikasi tersebut, maka akan dinalisis 
terhadap dua kategori utama kontrak yang mempunyai sifat 
berdimensi publik, yaitu adanya kewenangan (otoritas) berkontrak 
dan terdapat badan yang diatur oleh hukum publik.131 Otoritas 
berkontrak memberikan kewenangan kepada untuk melakukan 
hubungan kontraktual kepada negara atau pemerintah daerah, badan 

 
130Fahmi Radhi, 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat: Antara Komitmen dan Jargon. 

Jakarta: Republika, hlm 189. 
131SIGMA, 2011. Public Procurement Training Manual:  What is a Contracting 

Authority?. Diakses melalui http://procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/INT-
PUBLIC/depiniciebi-sax-shes-speroshi/1.pdf.aspx, hlm 2. 
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yang diatur oleh hukum publik dan asosiasi yang dibentuk oleh satu 
atau lebih otoritas tersebut atau yang diatur oleh hukum publik.132 
Suatu kontrak dinyatakan sebagai kontrak yang mempunyai dimensi 
publik, maka terdapat 2 (dua) unsur yaitu: 

a. Kedudukan salah satu pihak di dalam kontrak tersebut 
adalah pemerintah atau yang mewakilinya;133 

b. Objek yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut 
merupakan kepemilikan publik.134 

 
5. Konstitusional Kontrak: Sarana Menuju Kejahteraan Sosial 

dan Ekonomi 
Untuk menguji apakah kebijakan negara dalam melakukan 

kebijakan disektor sumber daya alam Migas sebagaimana Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta 
Undang-Undang Nomor 44 Prp tentang Pertambangan Minyak dan 
Gas Bumi telah sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 serta 
menentukan hubungan konstitusional dalam kebijakan berkontrak 
akan dijelaskan melalui table di bawah ini: 
Tabel.1 

 
132Bab 1, Pasal 1 ayat (2) The Minister for Public Expenditure and Reform, European 

Union (Award of Public Authority Contracts) Regulations, hlm 15. 
133Hikmahanto Junawa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

V/2007, hlm 62. 
134Putusan Perkara 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan Perkara Nomor 002/PUU-
I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
telah meletakkan kerangka 
konstitusional yang kongkrit akan sistem ekonomi konstitusional. Dalam putusan tersebut, 
konsep frasa dikuasai oleh negara, haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh 
negara dalam arti luas, yang bersumber dan berasal dari konsep kedaulatan rakyat 
Indonesia atas segala sumber kekayaan, bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektifitas rakyat 
atas sumber-sumber kekayaan alam dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945, memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan 
kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan, untuk tujuan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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No Pengujian Kesesuaian Tujuan Penguasaan Negara 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 Prp 
Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 
dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) 
Terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. 
Indikator Undang-

Undang 
Nomor 22 
Tahun 2001 
tentang 
Minyak dan 
Gas Bumi 

Undang-
Undang 
Nomor 44 Prp 
Tahun 1960 
tentang 
Pertambangan 
Minyak dan 
Gas Bumi 

Kontrak 
Bagi Hasil 
(Production 

Sharing 
Contract) 

1 Kemanfaatan 
sumber daya 
alam bagi 
rakyat 

i. Bagian 
menimbang 
huruf b; 

ii. Pasal 1 
angka (19); 

iii. Pasal 2; 
iv. Pasal 3 

huruf (f); 
v. Pasal 8 ayat 

(2); 
vi. Pasal 11 

huruf (p) 
dan (q); 

vii. Pasal 34; 
viii. Pasal 35; 

ix. Pasal 37; 
dan 

1. Bagian 
Penjelasan; 

 

- 
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x. Pasal 44 
ayat (2). 

2 Tingkat 
pemerataan 
manfaat 
sumber daya 
alam bagi 
rakyat 

- - - 

3 Tingkat 
pastisipasi 
rakyat dalam 
menentukan 
manfaat 
sumber daya 
alam 

- - - 

4 Penghormatan 
terhadap hak 
rakyat secara 
turun 
temurun 
dalam 
memanfaatkan 
sumber daya 
alam 

1. Pasal 34; 
2. Pasal 35; 
3. Pasal 37. 

1. Pasal 11 
huruf (b); 

2. Pasal 12 
ayat (1), 
(2) dan (3); 

3. Pasal 13; 
4. Pasal 14. 

- 

 
 Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 
Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan 
Minyak dan Gas Bumi dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing 
Contract) Terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 maka tidak 
satupun peraturan perundang-undangan dan kontrak bagi hasil 
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tersebut sesuai dengan tolak ukur yang dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Sehingga dengan demikian, dapatlah 
dikatakann bahwa kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui 
pembentukan undang-undang maupun dalam rangka melakukan 
hubungan kontraktual telah menyimpang dari mandat Pasal 33 ayat 
(3) UUD Tahun 1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53

RINGKASAN DISERTASI
MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.KN.

 
 

B. KONSTITUSIONALISME KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK 
MIGAS  

 
1. Pendahuluan 
 Selama ratusan tahun ekstrasi mineral dan energi di Indonsia, 
selama itu pula kemiskinan dan penderitaan terus berlanjut. Gelimang 
uang dari eksploitasi mineral, batubara, minyak dan gas tidak 
mendatangkan kesejahteraan berarti bagi Indonesia.135 Sebaliknya, 
perusahaan-perusahaan asing “melarikan” tumpukan uang itu ke 
negaranya masing-masing. Ironis, sebagai salah satu negara pemilik 
sumber kekayaan alam yang melimpah di dunia, Indonesia gagal 
menjadi “tuan tanah” tetapi menjadi “buruh” yang nasibnya semakin 
tidak menentu.136 
 
2. Kebijakan Kontrak Konsesi Migas Berdasarkan Mijnwet Tahun 

1899 dan Kaitannya dengan Konstitusional Kontrak 
a. Kebijakan Hukum Konsesi Pertambangan Minyak dan Gas 

Bumi di Indonesia 
Masa Pemerintahan Hindia Belanda, sistem politik Indonesia 

dikendalikan oleh kepentingan pemerintahan kolonial. Di Indonesia 
sumber daya alam minyak dan gas bumi tidak memainkan peran 
penting dalam kehidupan penduduk lokal sampai memasuki abad 
kesembilan belas.137 Hingga pada akhir abad ke delapan belas sektor 
minyak dan gas menjadi industri yang menjanjikan bagi 
Pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, pengelolaan industri 
Migas sangat terpengaruh oleh ideologi imperialis yang menganut 
paham kapitalis. Layaknya penjajah, sistem yang digunakan oleh 

 
135Menjadi Buruh Di Tanah Sendiri, Kesimpulan Diskusi Jakarta Media Center 

(JMC) tertanggal 13 Januari 2015. 
136Siti Maimunah (Editor), 2007. Tambang dan Pelanggaran HAM..., Op. Cit., hal 71. 
137J.Ph. Poley, 2000. Eroïca, the quest for oil in Indonesia (1850-1898). Kluwer 

Academic Publishers: Dordrecht, hlm 5. 
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kolonial Belanda adalah sistem konsesi, di mana menguasai sebidang 
lahan juga menguasai segala isinya, termasuk minyak dan gas.138 

Konsesi menurut H.D. van Wijk “De concessive figuur wordt 
gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overhead nietzelf 
verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen”.139 Hagenaars 
sebagaimana dikutip oleh Tri Hayati, menyatakan bahwa konsesi 
(concessie) merupakan bentuk khusus dari beschikking yang merupakan 
sebuah izin yang diberikan kepada sebuah aktifitas yang pada 
umumnya terpaut dengan kepentingan-kepentingan umum (publik) 
dan orang banyak, namun diberikan kepada swasta atau 
BUMN/BUMD.140 

Perjanjian konsesi menetapkan hak dan kewajiban yang relatif 
antara perusahaan pemegang konsesi asing dan negara tuan rumah 
(pemilik konsesi), dimana individu atau perusahaan konsesi 
menerima hak yang disebut hak mineral atau pertambangan, sebagai 
imbalannya maka pembayaran semua biaya dan pajak khusus untuk 
eksplorasi minyak bumi akan dibayarkan setelah produksi dimulai.141 
Selain itu, perusahaan juga membayar royalti dan pajak penghasilan 
selain biaya-biaya ke pemerintah termasuk royalti dan pembayaran 
pajak jika Migas telah diproduksi.142 Bagi pemilik tanah, klausul 
royalti adalah bagian terpenting dari sewa, dan bersama dengan uang 
bonus, adalah pertimbangan utama pemberian uang sewa. Dalam 
istilah yang paling umum, royalti adalah bagian dari pendapatan dari 
penjualan suatu produk, dan di bidang minyak dan gas bumi, 

 
138Geo Resonansi, Loc. Cit. 
139H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt,  1995. Hoofdstukken van Administratief 

Recht.  Wolters Kluwer, hlm 224. 
140Tri Hayati, 2015. Era Baru Hukum Pertambangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, hlm 29. 
141Zuhairah Ariff Abd Ghadas, 2014. Types and Features..., Op.Cit., hlm 37. 
142David Johnston, D dkk., 2008. International Petroleum Taxation..., Loc. Cit. 



55

RINGKASAN DISERTASI
MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.KN.

 
 

merupakan bagian dari pendapatan dari penjualan minyak dan gas 
yang dihasilkan.143 

Sementara itu, negara hanya mendapatkan sejumlah royalti 
sekitar empat persen dari produksi kotor, pajak penghasilan, pajak 
tanah, dan bonus. Kontrak itu sangat merugikan negara. Negara tidak 
tahu-menahu soal operasi pertambangan. Migas yang dihasilkannya 
pun menjadi milik kontraktor. Sampai Indonesia merdeka, bahkan 
hampir 15 tahun setelahnya, undang-undang ini masih berlaku.144 

 
b. Perbandingan dan Perkembangan Kebijakan Sistem 

Konsesi di Beberapa Negara 
Kebijakan konsesi modern di Abu Dhabi dilaksanakan dengan 

jangka waktu yang diberikan selama 35 tahun, sedangkan di Inggris 
jangka waktu di wilayah laut sebelah utara dan barat Scotland dalam 
adalah 8 (delapan) tahun yang dapat diperpanjang sampai dengan 16 
(enam belas) tahun dan kemudian 40 (empat puluh) tahun. Selain itu 
pemberian izin usaha juga memuat ketentuan-ketentuan yang 
mewajibkan pemegang izin usaha untuk melakukan program dan 
pengeluaran minimum untuk eksplorasi setiap tahun dan untuk 
mengembalikan wilayah. Bahkan perubahan yang lebih 
menguntungkan pada pemilik ini juga terdapat dalam sistem konsesi 
yang diterapkan di Amerika Serikat.145 Banyak konsesi Timur Tengah 
diberikan langsung oleh penguasa atau kesultanan atau oleh seorang 
menteri yang bertindak langsung atas namanya. Sementara di 
Amerika, prosesnya tampaknya telah terjadi dengan yang dilakukan 

 
143 Dick Watt, 2015. Analysis of Royalty Clauses and Issues – Past, Present and in the 

Future (An analysis of the evolution of royalty clauses, up to and including current issues concerning 
recent decisions and pending cases, post-production costs, the Heritage case, royalties on gas plant 
products, and definitions of marketing and gathering). Houston, Texas: The University of Texas 
School of Law (Presented: 41st Annual Ernest E. Smith Oil, Gas and Mineral Law Institute 
March 26-27, 2015 Houston, Texas), hlm 2. 

144Wulan Tanjung Palupi, 2011. Perjalanan Berkelok Kelola Migas..., Loc. Cit. 
145Madjedi Hasan, 2009. Kontrak Minyak dan Gas…, Op, Cit., hlm 54. 
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oleh seorang pemilik tanah Amerika yang sedang bernegosiasi 
dengan sebuah perusahaan atas sewa minyak dan gas bumi.146  

Brasil telah memilih concession contract dalam mengelola 
sumber daya Migas, telah tidak mengikuti kecenderungan pada 
umumnya yang terjadi pada dunia perminyakan yang mengalihkan 
sistem konsesi ke kontrak bagi hasil (KBH).147 Kekuatan kompetitif 
dari Petrobras berdampak pada peningkatan performa Petrobras baik 
domestik maupun internasional. Petrobras dikenal merupakan 
perusahaan berpengaruh terbesar di Brasil bahkan Amerika 
Selatan.148  

Untuk menarik investasi, Petrobas (BUMN Brasil) terpaksa 
memperlunak beberapa syarat kontrak, yang ditujukan untuk 
menyeimbagkan antara hasil (reward) terhadap resiko. Bahkan setelah 
perdebatan politik pada tahun 1988 melalui perubahan Konstitusi 
Brasil, dengan menggantikan sistem Risk Service Contract (RSC) 
kecuali kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Meskipun berhasil 
menarik investasi, tetapi selama 13 tahun dari tahun 1978 sampai 
dengan 1988 hanya ditemukan lima lapangan yang mengandung 
cadangan minyak yang cukup besar.149 

 
c. Analisis Kebijakan Pemberlakukan Sistem Konsesi Migas 

Berdasarkan Mijnwet Tahun 1899 
Selama masa penjajahan Belanda, yang berlangsung selama 

lebih dari 350 tahun sampai deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 
tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah kolonial mencadangkan semua 
hak pertambangan, minyak dan gas bumi termasuk. Kebijakan ini 
dilakukan secara bertahap, sehingga pada penambangan tahun 1850-

 
146Ernest E. Smith, 1991. From Concessions to Service…, Op. Cit., hlm 495.  
147Madjedi Hasan, 2009. Kontrak Minyak dan Gas Bumi..., Op. Cit., hlm 60. 
148Petrobras, Investor Relations, Petrobras diakses melalui 

http://www.investidorpetrobras.br/en/annual-reports/form-20f//. 
149Madjedi Hasan, 2009. Kontrak Minyak dan Gas Bumi..., Op. Cit., hlm 59. 
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an hak dapat diberikan kepada perusahaan swasta berdasarkan 
permohonan secara berurutan.150 Priode perjalanan sejarah sebelum 
sampai pada pemerintah Hindia Belanda, diwarnai dengan berbagai 
macam regulasi yang berlaku di negaranya. Regulasi bidang 
pertambangan yang pertama dibentuk yaitu Undang-Undang 
Pertambangan tahun 1910 yang menggantikan Undang-Undang 
Pertambangan Tahun 1791 di Kota Limburg yang kemudian menjadi 
cikal bakal pembentukan Indische Mijnwet 1899.151 

Pada masa pemerintahan kolonial, dikeluarkan peraturan 
hukum dalam tata kelola pertambangan berupa Peraturan 
Pertambangan 1850 (Koninklijke Besluit 1850). Kemudian 
disempurnakan dengan UU Pertambangan 1899 (Indische Mijnwet 
1899). Pemerintah Kolonial mengeluarkan Izin Penambangan kepada 
perusahaan minyak untuk suatu areal atau blok tertentu. Dengan 
demikian, sistem konsesi berdasarkan peraturan tersebut menganut 
pola hubungan ‘Business to Government’ (B to G) dengan struktur 
vertikal di mana Pemerintah Kolonial memberi konsesi dan 
perusahaan memperoleh konsesi untuk jangka waktu 90 tahun. 
Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, Pemerinah Kolonial 
dapat dituntut di Arbitrase International.152 

Kewenangan dalam mengeksploitasi pertambangan telah 
terbukti menguntungkan pemerintah kolonial Belanda, sebaliknya 
kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat adat. Raja atau 
penguasa lokal yang semula memiliki keputusan akhir mengenai 
pemberian konsesi, maka sejak keluarnya Mijnwet 1899 tidak lagi 
mempunyai kewenangan untuk memberikan hak konsesi, konsesi-

 
150Mirza A. Karim and Karen Mills, 2003. Indonesian Legal Framework in the Oil, Gas, 

Energy and Mining Sectors: Including Dispute Resolution. Jakarta: Legal Opini KarimSyah Law 
Firm, hlm 4. 

151Tri Hayati, 2015. Era Baru Hukum Pertambangan. Op. Cit., hlm 23.  
152Muhammad AS Hikam (editor), 2014. Menyongsong 2014-2019 Memperkuat 

Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah.  Jakarta: Rumah Buku, hlm 266. 
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konseski tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah 
kolonial Belanda.  

Dijelaskan juga dalam perjanjian antara Goebernemen Hindia 
Nederland dengan Pemerintah Kerajaan Nusantara diantaranya 
Perjanjian antara Goebernemen Hindia Belanda Nederland dengan 
Pemerintah Kerajaan Kutai tertanggal 12 Agustus 1938 yang 
ditandatangani oleh Doctor Bauke Jan Haga Ridder der Orde van 
Oranje-Nassau, Gouvernur van Borneo, tevens beslast met de functie van 
Resident der Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo, ten deze handelende voor 
en nemens den Gouvernur-General dan Mohammad Parikesit Ridder der 
Orde van den Netherlandschen Leeuw, Officier der Orde van Oranje-Nassau 
Sultan van Kutai sebagaimana pada lampiran VI perjanjian tersebut 
juga diatur bagian keuntungan Kerajaan Kutai atas konsesi 
pertambangan. 

Aan den zelfbestuurder en landsgrooten worden de volgende 
inkomsten toegekend: 

1) Aan den Bestuurder: 
a) Een vaste bezoldiging van f 84.000- (vier en tachtig duizend gulden) 

‘s jaars; 
b) Een personeele toelage van f 30.500.- (dertig duizend vijf honderd 

gulden) ‘s jaars; 
c) Vijf ten honderd van de baten, die het lanschap uit cijns en vastrech 

van vergunningen tot opsporing en tot ontginning van delfstoffen 
en van andere concession mocht genieten, zullende echter de 
inkomsten uit dezen hoofed total niet meer bedragen f 50.000.- 
(vijftig duizend gulden) ‘s jaars.153 

 

 
153Lampiran VI Perjanjian antara Goebernemen Hindia Belanda Nederland 

dengan Pemerintah Kerajaan Kutai tertanggal 12 Agustus 1938 yang ditandatangani oleh 
Doctor Bauke Jan Haga Ridder der Orde van Oranje-Nassau, Gouvernur van Borneo, tevens beslast 
met de functie van Resident der Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo, ten deze handelende voor en 
nemens den Gouvernur-General dan Mohammad Parikesit Ridder der Orde van den 
Netherlandschen Leeuw, Officier der Orde van Oranje-Nassau Sultan van Kutai. 
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Bagian Sultan dan orang-orang besar kerajaan ditetapkan 
penghasilan sebagai berikut:154 
1) Bagi Pemerintahan Kerajaan 

a) Gaji tetap f 84.000.- (delapan puluh empat ribu gulden) 
setahun; 

b) Gaji bagi abdi dalam f 30.500.- (tiga puluh ribu lima ratus 
gulden) setahun; 

c) Lima dalam seratus (lima persen) dari pendapatan yang akan 
diterima oleh kerajaan dari pajak dan dari izin untuk mencari 
barang tambang dan mengusahakan pertambangan dan dari 
pajak-pajak konsesi yang lain, akan tetapi hasil sebagaimana 
pasal tersebut di atas tidak boleh lebih dari f 50.000.- (lima 
puluh ribu gulden) setahun. 

 
Manajemen dengan menggunakan sistem konsesi berada di 

tangan pemegang konsesi, mulai dari penentuan modal, produksi, 
pemasaran, tenaga kerja, hingga teknologi dan prasarana tambang. 
Minyak, gas dan bahan tambang yang diproduksikan dari perut bumi 
wilayah konsesi sepenuhnya menjadi milik pemegang konsesi. Pajak 
dan Royalti yang dibayar oleh Pemegang Konsesi bisa berupa hasil 
tambang (in kind) atau berbentuk cash yang dibayar ke kas negara. 
Pemerintah Kolonial hanya memonitor kegiatan penambangan.155 Hal 
ini terus berlanjut sampai Indonesia merdeka. Berdasarkan sejarah 
pada masa Pemerintahan Hindia Belanda tersebut, bentuk perizinan 
dalam bentuk konsesi dirasakan sangat merugikan bagi bangsa 
Indonesia.156 

 

 
154Ibid. 
155AS Hikam, 2014. Menyongsong 2014-2019..., Loc. Cit 
156Tri Hayati, 2015. Era Baru Hukum Pertambangan. Op. Cit., hlm 28. 
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d. Analisis Konstitusional Pemberlakuan Kontrak Konsesi 
Migas Setelah Indonesia Merdeka 

 Setelah Indonesia merdeka, sistem konsesi atas dasar 
Indische Mijnwet 1899 ini terus berlaku sebelum ada undang-undang 
baru yang menggantikannya, meskipun Indische Mijnwet 1899 tidak 
sejalan dengan Konstitusi Negara RI. Atas dasar Indische Mijnwet 1899 
inilah kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berupa minyak, 
gas dan bahan-bahan tambang dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan-
perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia, seperti Shell, 
Stanvac dan Caltex yang memperoleh konsesi hingga 90 tahun.157 
Karena itu, bila membicarakan tentang konsesi, maka akan muncul 
trauma masa lalu yang seolah-olah akan kembali kepada masa 
pemerintahan Hindia Belanda.158 
 Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi jembatan emas bagi 
penduduk pribumi kepulauan Indonesia menyongsong kehidupan 
baru yang lepas dari cengkraman kapitalisme-agraria kolonial. 
Kemerdekaan memberikan peluang bagi upaya untuk perombakan 
struktur penguasaann tanah dan sumber daya alam lainnya.159 Hatta 
dalam Pledoinya dengan Judul Indonesia Free (Indonesia Merdeka) 
juga pernah mengemukakan ketidaksepemahamannya dengan sistem 
ekonomi kolonial, yang berkarakter kapitalisme agraris, yang telah 
merugikan rakyat pribumi.160 Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 
sebagai pedoman yang dapat mempersatukan bangsa menuju cita-cita 
bersama yaitu bebas dari segala bentuk neokolonialisme dan 
imperialisme.161 

 
157Muhammad AS Hikam (editor), 2014. Menyongsong 2014-2019..., Op. Cit., hlm 

267. 
158Tri Hayati, 2015. Era Baru Hukum Pertambangan. Loc. Cit.   
159Yance Arizona, 2014. Konstitusionalisme Agraria. Op. Cit., hlm 55.  
160Ibid, hlm 57-58.  
161M. Hatta Taliwang dan Salamuddin Daeng, 2011. Indonesiaku Tergadai. Jakarta: 

Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, hlm 3. 
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 Lebih lanjut Hatta menjelaskan, bahwa sistem ekonomi 
kolonial Belanda di Indonesia bukan hanya telah mengobrak-abrik 
struktur ekonomi Indonesia, tetapi juga telah memerosotkan daya 
produksi rakyat Indonesia sebagai cara pembiayaan paksa yang 
mematikan kemampuannya.162 Hampir tiga setengah abad Indonesia 
dipergunakan untuk mengayakan dan membesarkan bangsa kulit 
putih, teristimewa bangsa Belanda.163 Oleh karena itulah, penormaan 
perlunya mengatur hubungan antara negara, rakyat dan sumber-
sumber agrarian yang dinyatakan dalam konstitusi sebagaimana 
terlihat dalam Pasal 33 UUD 1945,164 yang intinya menyatakan bahwa 
semua sumber daya agraria dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). 
Pengertian ‘dikuasai oleh negara’ dimaknai sebagai kewenangan 
publik, yang berarti bahwa ‘Hak Menguasai Negara’ (HMN) sebagai 
bentuk hubungan hukum antara negara dengan sumber daya agraria 
adalah hubungan yang bersifat publik, bukan privat sebagaimana 
hubungan negara dengan sumber daya agraria pada pemerintahan 
kolonial dan pemerintahan feodal sebelumnya.165  
 Sampai dengan akhir tahun 1959 konsesi maupun kontrak 
5A masih terus berlaku di Indonesia berdasarkan Indische Mijnwet 
Tahun 1899 secara konstitusional diakui berdasarkan peraturan 
Peralihan Pasal II UUD 1945 dan juga Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan 
KMB 1948, namun baik itu subatanstif Pasal 33 ayat (3) UUD maupun 
secara yuridis, jiwa yang terdapat dalam Indische Mijnwet Tahun 1899 

 
162Sritua Arif, 2002. Ekonomi Kerakyatan Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi 

Kerakyatan. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm 13-14 
163Moh. Hatta, 1942. Indonesia Terlepas Dari Penjajahan Imperialisme Belanda. Pidato 

di muka Rapat Besar di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1942. Lihat juga Emil Salim dkk, 
1998. Karya Lengkap Bung Hatta. Jakarta: LP3S, hlm 585.   

164Yance Arizona, 2014. Konstitusionalisme Agraria. Op. Cit., hlm 59. 
165Oloan Sitorus, 2016. “Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, 

Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal terhadap 
Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan).” Yogyakarta: Jurnal Bhumi Vol. 2 
No. 1 Mei 2016, hlm 2. 
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tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat konstitusi. Dengan 
terus berlakunya Indische Mijnwet, maka kedaulatan Indonesia dalam 
mengelola sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia 
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan penggarisan konstitusi. 
Sehingga apa yang menjadi tujuan negara yang merdeka, bersatu, 
berdaulat adil dan makmur tidak akan tercapai. 
 
3. Analisis Kontrak Karya (KK) Migas dalam Rezim 

Konstitusional Kontrak 
a. Pendulum Kebijakan Kontrak Karya (KK) Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960 
Landasan pengelolaan pertambangan di Indonesia di awal 

kemerdekaan hampir sama dengan aturan atau landasan hukum di 
bidang lainnya yang mengadopsi peraturan pemerintah Hindia 
Belanda. Landasan hukum pertambangan di Indonesia pada masa 
awal kemerdekaan adalah mengadopsi produk hukum Hindia 
Belanda yang disebut Indische Mijnwet 1899 yang menjadi cikal bakal 
lahirnya kontrak karya pasca kemerdekaan.  

Barulah setelah adanya mosi dari DPRS, TM Hasan dan 
setelah melalui perdebatan panjang, maka kemudian pada tahun 1959, 
pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1959 tentang Pertambangan. Untuk merinci peraturan 
pertambangan tersebut pemerintah menetapkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 
1960 dan Perpu Nomor 44 Tahun 1960 sebagai landasan dalam bidang 
pertambangan.  

Namun sejatinya Perpu Nomor 37 Tahun 1960 itu hanyalah 
Indische Mijnwet versi Indonesia. Artinya semua ketentuannya sama, 
hanya diganti otoritasnya saja. Seperti Ratu dan Gubernur Jenderal di 
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ganti menjadi pemerintah dan nasional.166 Alhasil, meskipun pada 
masa Sukarno yang disebut Suharto sebagai masa orde lama identik 
dengan nasionalisasi dan konfrontasi. Serta seradikal-radikalnya 
konsepsi Manipol yang dikampanyekan Sukarno, tapi kenyatanya 
pemerintah saat itu tidak berani menendang perusahaan minyak 
Amerika Serikat; Caltex dan Stanvac dari bumi pertiwi terlepas apa 
yang menjadi pertimbangannya. Malahan pemerintah yang diwakili 
Chairul Shaleh menandatangani kontrak dengan Caltex dan Stanvac 
pada tahun 1963.167  

Pada fase ini, pendulum pengelolaan industri Migas yang 
awalnya dipegang oleh swasta menjadi dikuasai oleh negara. Terlebih 
lagi, saat itu Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi168 aset-aset 
dan mengubah bentuk kontrak Migas melalui Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 1960. Menurut undang-undang tersebut, usaha 
Migas hanya boleh dilakukan oleh negara dan kontrak konsesi diganti 
menjadi kontrak karya (selanjutnya disingkat KK).169 
Berdasarkan perjanjian kontrak karya, seluruh urusan manajemen 
dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak 
memiliki kontrol atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya 
memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam perjanjian 
kontrak karya tersebut.170 
 
 

 
166Nandang Sudrajat, 2013. Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia. Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, hlm 53. 
167Cristianto Wibisono, 1999. Menelusuri Akar Krisis Indonesia. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, hlm 23. 
168Rachmi Hertanti dan Rika Febriani. 2014. Negara VS Korporasi: Indonesia Bilateral 

Investment Treaties (BITs). Jakarta: Indonesia for Global Justice, hlm 6. 
169Geo Resonansi, Loc. Cit. 
170Johannes Gunawan, 2013. “Perjanjian di Luar KUH. Perdata Perjanjian Kerjasama 

Operasi dan Kontrak Karya.’ Makalah disampaikan pada Pelatihan Tematik Hukum Acara 
Perdata Bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Bogor, 13 Juni 2013, hlm 12. 
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b. Analisis Konstitusional Terhadap Sistem Kontrak Karya Migas 
Berdasarkan Undang-Undang Prp Nomor 44 tahun 1960 Tentang 
Pertambangan Migas 

Titik awal kontrak karya Migas di Indonesia dimulai jauh 
setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan 
Indonesia pada KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Belanda 
pada tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah RIS (Republik Indonesia 
Serikat, dan kemudian kembali menjadi RI) tetap memberikan hak 
pengelolaan sumur-sumur minyak kepada pengelola lamanya, seperti 
BPM, Caltex, Stanvac, Shell dll.171  Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 44/Prp/1960 tentang Migas dan UU Nomor 37/Prp/1960 
tentang Pertambangan. Perusahaan minyak asing yang beroperasi di 
Indonesia berubah status dari Pemegang Konsesi (Konsesioner) 
menjadi Kontraktor Perusahaan Negara.172 Perjanjian karya yang 
dibuat oleh para pihak dibidang pertambangan Migas pada saat itu 
harus terlebih dahulu disahkan dengan suatu undang-undang. Sesuai 
dengan Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas, dengan 
Persetujuan DPR-GR dikeluarkan:173 

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963174 yang mengesahkan 
perjanjian karya PN. Pertamina dengan Pan American Oil 
Company; dan 

 
171Sejarah Perminyakan di Indonesia,  diakses melaui https://id.wikipedia.org 

/wiki/Sejarah_Perminyakan_di_Indonesia. 
172Muhammad AS Hikam (editor), 2014. Menyongsong 2014-2019..., Op. Cit., hlm 

268. 
173Salim HS, 2012. Hukum Pertambangan Indonesia. Op. Cit., hlm 312. 
174Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pengesahan 
“Perjanjian Karya” antara Perusahaan Negara Pertamina dengan Pan American Indonesian  
Oil Company Untuk Diri Sendiri dan Atas Nama Pan American Internasional  Oil 
Corporation. 

 
 

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963175 yang megesahkan 
perjanjian karya antara PN. Pertamina dengan PT. Caltex dan 
Calasitic/Topco, PN. Pertamina dengan Stanvac, dan PT. 
Stanvac dan PN. Permigan dengan PT. Shell. 

 
Berhubung  kontrak karya yang hasilnya kurang memuaskan 

bagi negara, maka sejak tahun 1963 kerja sama dengan kontraktor 
asing diatur dengan Kontrak Bagi Hasil (KBH/Production Sharing 
Contract). Hanya tiga perusahaan yang pernah terikat dengan kontrak 
karya yaitu PT. CPI, PT. SI dan PT. Calasiatic & Topco (PT C&T). 
Dalam kontrak ini pembagian didasarkan pada keuntungan, 
sedangkan manajemen dan pemilikan aset berada di tangan 
kontraktor. Kontrak dengan PT. SI berakhir pada tahun 1992, 
sedangkan kontrak dengan PT C&T176 berakhir pada tahun 1991.177 
 Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 44 Prp Tahun 1960 pola hubungan antara Perusahaan Negara 
dilakukan berdasarkan Kontrak Karya.178 Kontrak karya yang akan 
dibuat oleh pemerintah merupakan manifestasi dari Undang-Undang 
Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang berpangkal pada Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945. Sehingga dalam perumusan dan klausul-klausul kontrak 
tersebut harus senapas dengan semangat UUD 1945 
 
 

 
175Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan Perjanjian-

Perjanjian Karya antara PN Pertamina dengan PT Caltex Indonesia dan California Asiatic 
Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco); P.N. Permina 
dengan P.T. Stanvac Indonesia: P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia. 

176Setelah masa Kontrak Karya PT C&T berakhir pada tahun 1991, maka selajutnya 
pemerintah telah memperpanjang kontrak tersebut dengan sistem Kontrak Bagi Hasil 
(Production Sharing Contract) pada tanggal 28 Maret 1991 dengan nama Siak Blok PSC, 
menggantikan Siak C&T Contract of Work. 

177Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia Nomor 5..., Op, Cit., hlm 47. 
178Junaidi Albab Setiawan, 2015. Migas Untuk ..., Op. Cit., hlm 175. 
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175Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan Perjanjian-

Perjanjian Karya antara PN Pertamina dengan PT Caltex Indonesia dan California Asiatic 
Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco); P.N. Permina 
dengan P.T. Stanvac Indonesia: P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia. 

176Setelah masa Kontrak Karya PT C&T berakhir pada tahun 1991, maka selajutnya 
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177Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia Nomor 5..., Op, Cit., hlm 47. 
178Junaidi Albab Setiawan, 2015. Migas Untuk ..., Op. Cit., hlm 175. 
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c. Analisis Kontrak Karya Migas Kaitannya dengan 
Konstitusional Kontrak  

 Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tidak mengatur 
secara rinci apa saja yang menjadi syarat dalam melakukan perjanjian 
karya. Namun syarat dan klausul apa saja yang terdapat dalam 
kontrak karya dapat dilihat berdasarkan Perjanjian Karya antara PN. 
Pertambangan Minyak Indonesia dan California Asiatic Oil Company 
dan Texaco Overseas Pertroleum Company.179 
 Berdasarkan perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban 
masing-masing pihak di dalamnya, yang diatur secara rinci ke dalam 
29 Pasal Perjanjian Karya yang terdiri dari: 
1. Pasal 1 :  Penunjukan dan tanggungjawab para kontraktor; 
2. Pasal 2 :  Daerah dan jangka waktu; 
3. Pasal 3 : Pengeluaran-pengeluaran minimum untuk eksplorasi 

dan bonus; 
4. Pasal 4 :  Pembagian minyak mentah dan pembayaran pajak-

pajak  pendapatan; 
5. Pasal 5 :  Penjualan-penjualan oleh Calastiatic dan Topco dan 

pembayaran untuk minyak mentah bagian 
perusahaan negara; 

6. Pasal 6 : Nilai minyak mentah; 
7. Pasal 7 : Panitia harga; 
8. Pasal 8 : Oil Disposal Companies; 
9. Pasal 9 : Pajak-pajak; 
10. Pasal 10 : Penukaran Valuta; 
11. Pasal 11 : Pemakaian minyak dan gas bumi dalam pengusahaan 

pekerjaan; 
12. Pasal 12 : Pembukuan, pemeriksaan akuntan dan rencana kerja; 

 
179Arsip Nasional Republik Indonesia, Menteri Ekonomi dan Keangan Indonesia 

1967-1973 tentang Perjanjian Karya antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dan 
California Asiatic Oil Company dan Texaco Overseas Pertroleum Company. 
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13. Pasal 13 : Melayani para konsumen Indonesia; 
14. Pasal 14 : Mengembangkann kepentingan nasional; 
15. Pasal 15 : Pertahanan; 
16. Pasal 16 : Penempatan tenaga dan Pelatihan; 
17. Pasal 17 : Impor dan Ekspor; 
18. Pasal 18 : Hak-hak tentang milik-milik dan fasilitas-fasilitas; 
19. Pasal 19 : Gas; 
20. Pasal 20 : Penghentian dan habis waktunya; 
21. Pasal 21 : Keadaan kahar; 
22. Pasal 22 : Koordinasi dengan Pemerintah dan PN; 
23. Pasal 23 : Penyelesaian perselisihan-perselisihan; 
24. Pasal 24 : Definisi-definisi; 
25. Pasal 25 : Mulai berlakunya dan kemungkinan perpanjangan; 
26. Pasal 26 : Syarat-syarat yang mengikat dan jaminan; 
27. Pasal 27 : Pelaksana; 
28. Pasal 28 : Pemberitahuan; 
29. Pasal 29 : Tafsiran.180 

 
 Perjanjian karya dibuat pada masa pemerintah revolusi 
Soekarno, sehingga dampak semangat revolusi pada saat itu juga 
mempengaruhi perjanjian karya yang dibuat oleh perusahaan negara 
dengan para kontraktor. Kekhasan yang terdapat dalam perjanjian 
karya Migas tersebut terdapat dalam klausula Pasal 13, 14 dan 15 
perjanjian karya tersebut. 
 
 
 

 
180Perjanjian Karya antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dan California 

Asiatic Oil Company dan Texaco Overseas Pertroleum Company tertanggal 25 September 
1963. 
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d. Analisis Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dalam 
Kaitannya Mewujudkan Pasal 33 (3) UUD 1945  

 Walaupun Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 telah 
ada jauh sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII 2010 mengenai Pengujian atas 
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, putusan tersebut berisikan penjabaran 
Mahkamah Konstitusi tentang prinsip sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.181 Namun untuk menguji Undang-Undang Nomor 44 Prp 
Tahun 1960 maka penulis akan mengunakan Putusan Perkara Nomor 
3/PUU-VIII 2010 untuk menilai apakah prinsip-prinsip sebesar-besar 
kemakmuran rakyat sudah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 
44 Prp Tahun 1960. 

Menurut Mahkamah Konstitusi, terdapat empat ukur untuk 
menentukan apakah suatu ketentuan di dalam sebuah undang-
undang sesuai dengan tujuan penguasaan negara sebagaimana 
dimaksud dalam pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah:182 

1) Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; 
2) Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; 
3) Tingkat pastisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber 

daya alam; 
4) Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun 

dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
 

Selanjutnya untuk menguji apakah kebijakan negara dalam 
melakukan kebijakan disektor sumber daya alam Migas sebagaimana 
Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 

 
181Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII 2010 mengenai Pengujian atas Undang-

Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaann Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
182Yance Arizona, 2016. Konstitusionalisme Agraria. Op. Cit., hlm 347. 
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tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi telah sesuai Pasal 33 
ayat (3) UUD Tahun 1945 dijelaskan melalui tabel di bawah ini: 

No Pengujian Kesesuaian Tujuan Penguasaan Negara 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 
tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Terhadap 
Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. 
Indikator UU Nomor 44 Prp Tahun 

1960 tentang Pertambangan 
Minyak dan Gas Bumi 

1 Kemanfaatan sumber daya 
alam bagi rakyat 

1. Bagian Penjelasan; 
 

2 Tingkat pemerataan 
manfaat sumber daya alam 
bagi rakyat 

- 

3 Tingkat pastisipasi rakyat 
dalam menentukan 
manfaat sumber daya alam 

- 

4 Penghormatan terhadap 
hak rakyat secara turun 
temurun dalam 
memanfaatkan sumber 
daya alam 

1. Pasal 11 huruf (b); 
2. Pasal 12 ayat (1), (2) dan 

(3); 
3. Pasal 13; 
5. Pasal 14. 

 
 Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa bahwa Undang-
Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak 
dan Gas Bumi tidak memenuhi syarat sebagai undang-undang yang 
mencerminkan, memberikan jaminan serta mampu mewujudkan 
prinsip-prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat sudah tercermin 
dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960. 
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4. Analisis Kontrak Bagi Hasil Migas dalam Rezim 
Konstitusional Kontrak 

a. Analisis Konstitusionalisme Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan 
Gas Bumi Berdasaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi 
1) Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi dalam kaitannya dengan 
Pasal 33 ayat (3) UUD 
Kompleksnya permasalahan dalam kegiatan pertambangan 

Migas, memerlukan suatu kebijakan pengelolaan yang dapat 
mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, termasuk 
kepentingan para investor (kontraktor). Namun dalam proses 
pengelolaannya, kepentingan negara yang menjadi dasar dan 
prioritas dari kebijakan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di 
masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan 
dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945.183  Pro dan kontra terjadi pada saat 
pengambil keputusan untuk mengesahkan RUU Migas tersebut 
karena dianggap RUU Migas bertentangan dengan UUD 1945, 
dengan mengeluarkan minderheidsnota, akan tetapi pimpinan rapat 
paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut 
secara mufakat.184 Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 
Desember 2004 menyangkut sistem pengelolaan minyak dan gas 
bumi yang menurut MK bertentangan dengan UUD 1945.185 Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 020/PUU-V/2007186 dan selanjutnya 

 
183Ibid. 
184Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003 

tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak Dan Gas Bumi, hlm 13.  

185Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003 
tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak Dan Gas Bumi.  
 186Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 020/PUU-V/2007 tentang Perkara 
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas 
Bumi. 

 
 

Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan 
kelembagaan pengelolaan minyak dan gas bumi.187 

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-
X/2012 telah membatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 
ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 
huruf a, Pasal 61, serta Pasal 63.188 Namun Permohonan Pengujian UU 
Migas Nomor 020/PUU-V/2007 terhadap Pasal Pasal 11 Ayat (2) tidak 
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).189   
 

2) Konstitusional kontrak bagi hasil dalam kaitannya dengan 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 
Berdasarkan struktur kontrak bagi hasil dalam pertambangan 

Migas yang berlaku saat ini, struktur kontrak bagi hasil yang berlaku 
di Indonesia memuat hal-hal sebagai berikut:190 
1. Pasal I : Ruang lingkup wilayah pertambangan; 
2. Pasal II : Jangka waktu; 
3. Pasal III : Penyisihan wilayah; 
4. Pasal IV : Rencana kerja dan pengeluaran-pengeluaran; 
5. Pasal V : Hak dan kewajiban para pihak; 
6. Pasal VI : Pengembalian biaya operasi dan penanganan 

produksi; 
7. Pasal VII : Penilaian minyak mentah; 

 
187Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-XI/2012 tentang Perkara 

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas 
Bumi. 

188Junaidi Albab Setiawan, 2015.  Migas Untuk Rakyat ..., Loc. Cit. 
189Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 020/PUU-V/2007..., Op. Cit., hlm 99.  
190Draf kontrak model PSC: Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Kontrak Bagi 

Hasil Produksi/Production Sharing Contract General Terms, hlm 2, bandingkan juga dengan 
Salim HS, 2007. Hukum Pertambangan di Indonesia. Op. Cit., hlm 328, bandingkan juga dengan 
Lampiran 5 Production Sharing Contract dalam Andrew Hartanto, 2014. Analisis Perdata 
Tentang Penerapan Pasal-Pasal Kontrak Model Crine/Logic Pada Bidang Kegiatan Hulu Minyak dan 
Gas Bumi di Indonesia. Yogyakarya: Tesis Universitas Gadjah Mada.  
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187Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-XI/2012 tentang Perkara 

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas 
Bumi. 

188Junaidi Albab Setiawan, 2015.  Migas Untuk Rakyat ..., Loc. Cit. 
189Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 020/PUU-V/2007..., Op. Cit., hlm 99.  
190Draf kontrak model PSC: Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Kontrak Bagi 

Hasil Produksi/Production Sharing Contract General Terms, hlm 2, bandingkan juga dengan 
Salim HS, 2007. Hukum Pertambangan di Indonesia. Op. Cit., hlm 328, bandingkan juga dengan 
Lampiran 5 Production Sharing Contract dalam Andrew Hartanto, 2014. Analisis Perdata 
Tentang Penerapan Pasal-Pasal Kontrak Model Crine/Logic Pada Bidang Kegiatan Hulu Minyak dan 
Gas Bumi di Indonesia. Yogyakarya: Tesis Universitas Gadjah Mada.  
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8. Pasal VIII : Penilaian gas bumi; 
9. Pasal IX : Kompensasi, bantuan dan bonus produksi; 
10. Pasal X : Pembayaran; 
11. Pasal XI : Hak atas tanah peralatan; 
12. Pasal XII : Konsultasi dan arbitrase; 
13. Pasal XIII : Tenaga kerja dan training pegawai/karyawan 

Indonesia; 
14. Pasal XIV : Pemutusan kontrak; 
15. Pasal XV : Pembukuan dan neraca dan pemeriksaan keuangan 

resmi; 
16. Pasal XVI : Ketentuan lain-lain 
17. Pasal XVII : Partisipasi; 
18. Pasal XVIII : Masa berlaku.191 

 
Setidaknya terdapat empat hal yang perlu dicermati dalam 

KBH/PSC pada industri hulu Migas jika dihubungkan dengan 
kedaulatan negara atas Migas:192 

Pertama, semua kontrak KKS/PSC berdurasi 30 tahun dan 
dapat diperpanjang 20 tahun. Hal ini sebagaimana yang teradapt 
dalam Kontrak Bagi Hasil antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada BAB 
II tentang Jangka Waktu Kontrak dan Komersialitas Wilayah Kerja 
Poin 2.1 yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam 
kontrak ini, jangka waktu kontrak adalah 30 (tiga puluh) tahun 
kontrak terhitung tanggal efektif kontrak.193 

 
191Ibid. 
192Agus Salim, “Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara 

atas Sumber Daya Alam (SDA).” Jurnal Energi, Edisi Delapan, November-Februari 2012, hal. 
26.  

193Draft Kontrak Bagi Hasil Migas Antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dan (…) Wilayah Kerja (…) pada 
BAB II tentang Jangka Waktu Kontrak dan Komersialitas Wilayah Kerja Poin 2.1 
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Kedua, tiadanya prinsip penomorsatuan kedaulatan negara 
dapat terlihat di dalam klausul kontrak yang mengatur Domestic 
Market Obligation (DMO). Jika kontraktor tidak melakukan 
kewajibannya sesuai DMO, pemerintah tidak dapat melakukan 
pemaksaan terhadap kontraktor, kecuali menggugatnya ke forum 
arbitrase internasional yang sudah disepakati di dalam kontrak 
tersebut.194 

Ketiga, kontrak Migas menyamakan kedudukan pemerintah 
dengan kontraktor kontrak kerjasama. Hubungan keperdataan antara 
Pemerintah dengan Investor menggeser urusan publik ke dalam 
ruang bisnis dan berorientasi pada keuntungan ekonomi.  

Keempat, permalasah dalam kontrak bagi hasil adalah 
mengenai fungsi budgeting, perencanaan dan eksekusi ada di bawah 
satu lembaga tanpa ada pengawas internal, sistem tersebut merugikan 
negara. Bisa dilihat produksi minyak anjlok, semantara disatu sisi cost 
recovery meningkat. Padahal semua alat-alat produksi yang ada di 
lapangan rata-rata sudah lunas dilunasi cost recovery tahun 
sebelumnya, mengapa cost recovery naik setiap tahun, namun produksi 
anjlok dibiarkan terjadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
194Yance Arizona, Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: ..., Loc. Cit. 
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B. PRAKTIK KONSTITUSIONALISME KONTRAK SUMBER 
DAYA ALAM DI INDONESIA 

 
1. Pendahuluan 

Perkawinan antara kekuasaan dengan ekonomi yang 
berorientasi profit, menimbulkan kekhawatiran akan terpinggirnya 
nilai-nilai kemanusiaan dalam regulasi yang mengikat adanya suatu 
yurisdiksi negara, memiskinkan yang miskin dan meninggalkan yang 
terbelakang.195 Perkawinan kekuasaan dengan ekonomi tercermin 
dalam kontrak sumber daya alam Migas di Indonesia yang 
mengakibatkan terabaikannya hak-hak konstitusional masyarakat. 
Akan tetapi, dalam tataran konstitusional masyarakat yang dilanggar 
haknya tidak mempunyai saluran hukum untuk meminta pemulihan 
akibat dilanggarnya hak-hak konstitusional masyarakat. 

 
2. Analisis Putusan MK Terkait dengan Konstitusional Kontrak 

Sumber Daya Alam  
Konstitusional kontrak secara konseptual belum begitu 

dikenal di kepustakaan hukum kontrak di Indonesia, hal ini 
dikarenakan masih terdapatnya penyekatan antara hukum kontrak 
dengan hukum konstitusi. Akan tetapi dalam praktiknya, tanpa 
disadari bahwa perkembangan hukum konstitusi juga mewarnai dan 
mempengaruhi hukum kontrak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyinggung (terdapat titik 
temu) antara hukum kontrak dengan hukum konstitusi. 
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195Ismail Hasani (Editor), 2013. Dinamika Perlindungan Hak ..., Op. Cit., hlm 388.  

 
 

hubungannya dengan konstitusi, hal ini sebagaimana yang terlihat 
dari Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan 
Nomor 65/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

a. Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
Perkara ini berdasarkan permohonan Pengujian Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lajnah 
Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat 
Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, Pimpinan 
Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Pimpinan Pusat 
Persaudaraan Muslimin Indonesia dan lain-lain (selanjutnya disebut 
Para Pemohon). Para Pemohon dalam Putusan Nomor 36/PUU-
X/2012 menguji beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantara beberapa 
pokok permasalahan pengujian tersebut menyangkut Kontrak Kerja 
Sama Migas yang dilakukan oleh Pemerintah karena dianggap 
bertentangan dengan Konstitusi RI. 

Selain dari itu, Para Pemohon menyatkan UU Migas telah 
cacat hukum sejak lahir atau bahkan dapat dikatakan palsu, ini 
dikarenakan di dalam konsideran mengingat disebutkan bahwa UU 
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Migas merujuk kepada ”Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 
Dasar 1945 yang telah diubah pada perubahan kedua Undang-
Undang Dasar Tahun 1945”, kenyataannya Pasal 33 ayat (2) dan ayat 
(3) tidak pernah mengalami perubahan, justru yang terjadi adalah 
penambahan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) yang terjadi pada 
perubahan keempat UUD 1945.  

Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), 
Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 44 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan 
dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Pasal 11 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 
20A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

Dengan demikian, berdasarkan tiga isu konstitusional kontrak 
sebagaimana yang diajukan Para Pemohon dalam Pengujian 
sebagaimana Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 maka Majelis dalam 
perkara ini hanya mengabulkan satu isu Konstitusional Kontrak saja, 
yaitu kedudukan BP Migas sebagai kontraktan dalam Kontrak Migas 
dinyatakan inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi), 
sementara itu pengujian Konstitusional Kontrak mengenai isu 
sebagaimana Pasal 1 angka 19 UU Migas tentang Frasa ”atau bentuk 
kontrak kerja sama lain” dan isu Konstitusional Kontrak berkaitan 
dengan Pasal 11 ayat (2) UU Migas menyatakan bahwa setiap Kontrak 
Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara 
tertulis kepada DPR RI ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.  

 
b. Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
Perkara pengujian undang-undang sebagaimana Putusan 

Nomor 20/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 
 

 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diajukan oleh Zainal 
Arifin, Sonny Keraf, Alvin Lie, Ismayatun, Hendarso Hadiparmono, 
Bambang Wuryanto, Dradjad Wibowo dan Tjatur Sapto Edy (Para 
Pemohon) yang seluruhnya adalah warga negara Indonesia dalam 
kedudukannya masing-masing selaku Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). 

Alasan Para Pemohon melakukan Pengujian UU Migas 
terhadap UUD 1945 dikarenakan materi UU Migas yang Bertentangan 
dengan UUD 1945. Materi muatan dari ayat dan pasal UU Migas yang 
diajukan untuk pengujian materiil, yaitu: Pasal 11 Ayat (2), yang 
selengkapnya berbunyi: “Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah 
ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. 

Berdasarkan Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, tanggal 17 
Desember 2007, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan 
pengujian yang dilakukan oleh Para Pemohon yang menginginkan 
bahwa setiap KKS yang dibuat oleh Pemerintah dibidang Migas harus 
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR. Sehingga dengan 
demikian, kontrak-kontrak yang dibuat oleh Pemerintah dibidang 
SDA Migas tidak harus mendapatkan persetujuan DPR merupakan 
konstitusionalitas kontrak berdasarkan Putusan Nomor 20/PUU-
V/2007. 

 
c. Putusan Nomor 65/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
Perkara ini berawal dari Pengujian Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 
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dan Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) (Para 
Pemohon). 

Pemohon dalam pengujian ini menyatakan, kontrak 
kerjasama yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menimbulkan 
ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(1) mengenai Kontrak Kerja Sama diatur dalam Pasal 1 angka 19 dan 
Pasal 6 Undang-Undang Migas. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang a 
quo menyatakan: “Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau 
bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan 
Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Terhadap permohonan Para Pemohon, khusus mengenai isu-
isu konstitusional di atas, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan 
adanya syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda dengan 
Perkara Nomor 36/PUU-X/2012. Selain itu, alasan-alasan 
permohonan Para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam 
Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 bertanggal 13 November 2012, 
sehingga permohonan Para Pemohon khusus mengenai 
konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 UU 
Migas adalah ne bis in idem.196 

Selain itu khusus mengenai jangka waktu dalam Kontrak 
Migas sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, mahkamah 
Konstitusi berpendapat, mengenai konstitusionalitas jangka waktu 
berlakunya kontrak yang diatur dalam Pasal 63 huruf c UU Migas, 
Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak dibatalkannya 
kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat tersebut, maka 
hak menguasai negara untuk melindungi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat tidak berfungsi. Menurut Mahkamah Konstitusi, 
Pasal 63 UU Migas merupakan salah satu pasal peralihan yang 

 
196Ibid, hlm 72. 

 
 

berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin 
kepastian hukum yang dapat ditimbulkan dari pembentukan UU 
Migas. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan 
tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan membahayakan 
cadangan kekayaan alam Indonesia merupakan persoalan yang dapat 
timbul karena ketentuan syarat dan/atau pelaksanaan dari kontrak-
kontrak yang dimaksud, bukan karena keberadaan Pasal 63 huruf c 
Undang-Undang a quo. Dengan perkataan lain, dalil para Pemohon 
tersebut merupakan isu konstitusionalitas penerapan norma, bukan 
merupakan isu konstitusionalitas norma.197 

 
3. Praktik Pelanggaran Konstitusional Kontrak SDA 

Uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa yang 
dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh 
konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan 
secara jelas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi 
atau undang-undang dasar, sehingga seluruh cabang kekuasaan 
negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan 
penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari 
konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan 
negara.198 Konstitusi merupakan perwujudan gagasan 
konstitusionalisme. Kekuasaan negara yang pada awalnya dihajatkan 
untuk melindungi hak warga negara telah sering disalahgunakan 
untuk kepentingan pemegang kekuasaan negara sendiri dengan 
menindas rakyat karena tidak adanya batas terhadap kekuasaan itu.199 

 
197Ibid, hlm 73.  
198I Dewa Gede Palguna, 2013. Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) 

..., Op. Cit., hlm 111. 
199Janedjri M. Gaffar, Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak 

Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 
2013, hlm 3. 
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197Ibid, hlm 73.  
198I Dewa Gede Palguna, 2013. Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) 

..., Op. Cit., hlm 111. 
199Janedjri M. Gaffar, Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak 

Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 
2013, hlm 3. 
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Pelanggaran konstitusional dalam hubungan hukum kontrak 
adalah kegiatan kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 
dengan PT. Lapindo Berantas Inc (PT. LBI) dalam kontrak production 
sharing yang ditandatangani pada tanggal 23 April 1990. Akibat 
pelaksanaan kontrak tersebut mengakibatkan terlanggarnya hak-hak 
konstitusional masyarakat.200 Kasus PT. Lapindo Berantas Inc 
merupakan contoh nyata yang sampai saat ini belum ada penyelesaian 
secara tuntas,201 akan tetapi diselesaikan melalui jalur-jalur politik.202 

Kasus semburan lumpur lapindo sampai saat ini tidak 
terselesaikan dengan tuntas dan hanya diselesaikan melalui jalur 
politik oleh penguasa dan pengusaha, hal ini terlihat dari berbagai 
peraturan yang dikeluarkan menunjukan keberpihakan pemerintah 
terhadap pengusaha, diantaranya terdapat 5 (lima) kebijakan yang 
dikeluarkan akan tetapi tidak mampu menyelesaikan akar masalah 
yang terjadi, yaitu, Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, 
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa 
Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, 
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan 
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Peraturan Presiden Nomor 
48 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 14 
Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 
dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan 
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). 

 
200Disarikan dari Berita Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban 

Tindakan Kekerasan). Edisi  No: 02IV-VI/2009, hlm 13-14. 
201Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, 2012. Konflik Lumpur Lapindo: ..., 

Op. Cit., hlm 75-76. 
202Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012, Dinamika Penegakann Hak-

Hak ..., Op. Cit., hlm 2-3. 
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Kasus-kasus di atas hanyalah beberapa kasus dari sekian 
banyak tragedi yang menimpa masyarakat akibat ulah 
kontraktor/pengusaha yang mengeksploitasi haknya berdasarkan 
prinsip kebebasan berkontrak secara absolut.203 Hayyan ul Haq 
menjelaskan, terdapat pelanggaran hak-hak fundamental dan hak-hak 
konstitusional akibat kegagalan pemerintah dalam melakukan 
kebijakan-kebijakan dengan menggunakan lembaga hukum kontrak 
tanpa melakukan kajian yuridis, sosiologis dan filosofis dalam 
menggunakan instrumen kebijakan publik,204 termasuk 
mengeluarkan perizinan dan membuat kontrak. Kontrak-kontrak 
yang dibuat hanya untuk mementingkan bisnis semata tanpa melihat 
dampak yeng luas terhadap kehidupan dan kesejahteraan 
masyarakat, maka kontrak tersebut berpotensi mengancam 
kepentingan masyarakat dalam memenuhi hak-hak 
fundamentalnya.205  

Berdasarkan kasus tersebut yang merupakan sebagian kecil 
dari pelanggaran hak-hak fundamental warga negara dalam 
melaksanakan production sharing contract dapat dikategorikan sebagai 
perbuatan yang telah melanggar hak-hak konstitusional warga 
masyarakat terutama masyarakat tambang dan lingkar tambang 
diantaranya,206 tidak tercapainya tujuan pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dipergunakan 
sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945; 

a. Dilanggarnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan sebagaimana jaminan Pasal 27 ayat (2) UUD 
1945; 

 
203Hayyan ul Haq, Konstitusionalisasi Kontrak Perdata, Artikel DPR RI: hlm 1. 
204Ibid. 
205 Ibid. 
206Solahuddin Wahid, 2007. Pelanggaran HAM Kasus Lapindo. Koran Harian 

Kompas, 23 Januari dalam Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, Op. Cit., hlm 47-48. 
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b. Terlanggarnya hak untuk bekerja, mendapatkan imbalan, dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 
1945; 

c. Dilanggarnya hak untuk hidup serta mempertahankan hidup 
dan kehidupannya sebagaimana jaminan Pasal 27 A UUD 
1945; 

d. Diabaikannya hak atas perlindungan pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah 
kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu sebagaimana jaminan pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 
1945; 

e. Terlanggarnya hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh 
dan berkembang sebagaimana jaminan Pasal 28 B ayat (2) 
UUD 1945. 

 
4. Constitusional Complaint Sarana Mengujui Konstitusional 

Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas 
Constitutional complaint atau yang beberapa ahli 

menerjemahkannya sebagai pengaduan konstitusional adalah 
pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan (warga 
negara) ke pengadilan, dalam hal ini mahkamah konstitusi, terhadap 
suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga 
atau otoritas publik (public institution/public authority) yang 
mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (basic rights) orang yang 
bersangkutan. Pada umumnya, constitutional complaint baru dapat 
diterima (admissible) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi 
penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui (exhausted).207 

 
207Rupp, H. G. 1972. The Federal Constitutional Court and the Constitution of the Federal 

Republic of Germany. Saint Louis University Journal, 16 (359), hlm 361. 
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MK di Indonesia kewenangannnya diatur dalam Pasal 24C 
UUD 1945 yang memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban 
bagi MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 

a. menguji UU terhadap UUD; 
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD; 
c. memutus pembubaran partai politik; 
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan  
e. memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
 

Menurut Mahfud MD, constitutional complaint adalah 
pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang 
tidak ada instrument hukum atasnya untuk memperkarakannya atau 
tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan). 
Perkara yang bisa dilakukan constitutional complaint yaitu kebijakan 
pemerintah, peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara 
jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di 
bawah UUD, dan putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusi 
padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak 
dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih 
tinggi, misalnya adanya putusan kasasi atau herziening (peninjauan 
kembali) dari Mahkamah Agung yang ternyata merugikan hak 
konstitusional seseorang.208 

Sebagai salah satu contoh konkrit constitutional complaint yang 
diajukan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam lapangan 
hukum privat ketika Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah 

 
208Mahfud, 2012. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, hlm 287-288. 
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Republik Cina sebagaimana dalam putusan constitutional complaint 
MK Korea mengenai gugatan atas perjanjian perdagangan bawang 
putih antara Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Republik 
Cina. Gugatan diajukan oleh petani bawang putih di Korea yang 
merasa dilanggar hak konstitutionalnya atas perjanjian kerja sama 
Pemerintah Korea dengan Pemerintah Cina sehingga mengakibatkan 
dilanggarnya hak atas properti dengan tidak diungkapnya klausula 
perjanjian berbunyi: “private enterprises of the Republic of Korea may freely 
import garlic from the date of January 1, 2003.”209 

Pada tahun 2000, Pemerintah Korea dan Pemerintah Cina 
membuat perjanjian bahwa Pemerintah Cina akan menghentikan 
impor bawang putihnya ke Korea. Namun dalam keterangan pers, 
Pemerintah Korea tidak memberitahukan bahwa batas perjanjian 
larangan tersebut adalah hingga 1 Januari 2003. Hal ini dianggap 
sejumlah pengusaha tani bawang putih sebagai bentuk terlanggarnya 
hak untuk berusaha. Pasalnya, dengan dibuka kembali impor bawang 
putih pada tahun 2003, petani Korea menjadi terancam dengan 
bawang putih dari Cina yang memungkinkan hilangnya hak atas 
pekerjaan dan usaha yang dimiliki oleh pengusaha tani Korea.210 

Untuk itu, tanggungjawab dan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi RI perlu diperluas211 dalam mengevaluasi kontrak yang 
dapat mengancam hak-hak fundamental (hak-hak konstitusional) 
setiap warga negara. Upaya pengekfektifkan fungsi Mahkamah 
Konstitusi RI sebagai pengawal dan penjaga konstitusi sehingga 
diperlukan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI 
berupa pengaduan konstitusional dari masyarakat yang hak-hak 
fundamental atau hak-hak dasarnya dilanggar oleh perbuatan, 
keputusan dan kebijakan penyelenggara kekuasaan negara, sehingga 

 
209Qurrata Ayuni, Menggagas Constitutional Complaint…, Op. Cit., hlm 96. 
210Ibid. 
211Abdul Latif, 2007. Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara 

Hukum Demokrasi. Yogyakarta: Total Media, hlm 389. 
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Mahkamah Konstitusi RI dapat mengevaluasi dan/atau menguji 
kebijakan penyelenggara tersebut,212 khususnya mengenai kebijakan 
pemerintah dalam lapangan hukum kontrak. 

 
5. Akibat Hukum Terhadap Inkonstitusinal Kontrak 

a. Konstitusional Kontrak 
Dalam praktik pengujian konstitusionalitas suatu norma 

undang-undang sama halnya dengan menguji suatu kontrak terhadap 
konstitusi yaitu dengan menilai i) kesesuaiannya dengan UUD 1945; 
ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau iii) bertentangan 
dengan UUD 1945213 dan juga penerapan dan pelaksanaan kontrak 
tidak bertentangan dengan UUD 1945. 

Adapun kategori “sesuai dengan UUD 1945” dan “tidak 
bertentangan dengan UUD 1945” adalah dua kategori yang terlihat 
sangat mirip namun sebenarnya memiliki konsekuensi lanjutan 
berbeda. Hubungan kedua kategori tersebut dapat digambarkan 
sebagai dua buah himpunan besar, dimana himpunan “sesuai dengan 
UUD 1945” berada di dalam atau merupakan bagian dari himpunan 
“tidak bertentangan dengan UUD 1945”. Kriteria “sesuai dengan 
UUD 1945” dipergunakan dalam hal suatu pasal dan/atau ayat UUD 
1945 memberikan perintah yang jelas mengenai pembentukan norma 
undang-undang, dan tidak memungkinkan munculnya tafsir lain. 
Adapun kriteria “tidak bertentangan dengan UUD 1945” 
dipergunakan dalam hal pasal dan/atau ayat UUD 1945 tidak 
mengatur dengan spesifik dan jelas suatu permasalahan tertentu.214 
Kriteria terakhir “juga penerapan dan pelaksanaan kontrak tidak 
bertentangan dengan UUD 1945” kontrak-kontrak yang telah dibuat 

 
212Hayyan ul Haq, Op. Cit., hlm 3. 
213Ibid. 
214Ibid. 
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dalam melaksanakan isi kontrak tersebut tidak boleh melanggar 
dan/atau mengeyampingkan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kontrak-kontrak 
i) yang mempunyai kesesuaian dengan UUD 1945; ii) tidak 
bertentangan dengan UUD 1945 dan iii) penerapan dan pelaksanaan 
kontrak tidak bertentangan dengan UUD 1945 dapat dikategorikan 
sebagai konstitusuonal kontrak begitu juga sebaliknya kontrak-
kontrak yang isinya bertentangan dengan ketiga prinsip diatas maka 
kontrak-kontrak tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi 
(inkonstitusional kontrak). 

 
b. Inkonstituional Kontrak 

Berbeda dengan konstitsuional kontrak, inkonstitusional 
kontrak merupakan kontrak yang bertentangan dengan nilai-nilai 
konstitsuional. Kontrak-kontrak yang dibuat bertentangan dengan 
konstitusi mempunyai akibat hukum kontrak tersebut dapat 
dibatalkan, batal demi hukum dan dapat dilaksanakan dengan syarat 
tertentu. 

1) Kontrak dapat dibatalkan (verniegbaar) karena 
inkonstitusional 
a) Kesepakatan untuk mengikatkan dirinya (de toet-

semming van degenen diezich verbinden) 
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de 

bekwaam heid om eene verbintenis aan ter gaan) 
2) Kontrak batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) 

karena inkonstitusional 
 

Berbeda dengan kontrak yang dapat dibatalkan karena dalam 
proses pembuatannya tidak memenuhi unsur subjektif sebagaimana 
yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHPerdata. Kontrak 
yang batal demi hukum terjadi karena mekanisme pembuatannya 

 
 

melanggar substansi UUD 1945 dan Pasal 1320 ayat 3 dan 4 
KUHPerdata yang merupakan syarat objektif dalam melakukan suatu 
perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa 
yang diperbolehkan. 

Konstitsuional kontrak yang batal demi hukum dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, hal ini dikarenakan kontrak yang dibuat dengan 
melanggar dan tidak terpenuhinya: 

1) Unsur lahiriah konstitusional kontrak (Uitwendige 
Bewijskracht); 

2) Unsur formal konstitusional (Formale Bewijskracht); 
3) Unsur materil konstitusional (Materiele Bewijskracht). 
4) Unsur Pasal 1320 ayat 3 KUHPerdata tentang suatu hal 

tertentu (Een onderwerp); 
5) Unsur Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata tentang kausa yang 

diperbolehkan (Een geoorlofde oorzaak) 
 

c. Kontrak Dapat Dilaksanakan Dengan Syarat 
Berbeda halnya dengan kontrak dapat dibatalkan (verniegbaar) 

karena inkonstitusional dan kontrak batal demi hukum (nietigheid van 
rechtswege) karena inkonstitusional, akibat hukum inkonstitusional 
yang ketiga memberikan formulasi baru terhadap kontrak, tidak 
semua kontrak yang inkonstitusional batal demi hukum. Akan tetapi, 
walaupun kontrak-kontrak tersebut dinyatakan inkonstitusional akan 
tetapi kontrak-kontrak tersebut masih dapat dilaksanakan dengan 
syarat tertentu yang sudah ditetapkan. 

Fungsi iktikad baik dalam konstitusional kontrak merupakan 
sesuatu sangat mempengaruhi putusan hakim dalam menilai 
konstitusionalitas suatu kontrak, dalam hal ini terutama kontrak-
kontrak di bidang sumber daya alam yang mempunyai padat modal 
dan teknologi tinggi serta risiko yang besar. 



87

RINGKASAN DISERTASI
MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.KN.

 
 

melanggar substansi UUD 1945 dan Pasal 1320 ayat 3 dan 4 
KUHPerdata yang merupakan syarat objektif dalam melakukan suatu 
perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa 
yang diperbolehkan. 

Konstitsuional kontrak yang batal demi hukum dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, hal ini dikarenakan kontrak yang dibuat dengan 
melanggar dan tidak terpenuhinya: 

1) Unsur lahiriah konstitusional kontrak (Uitwendige 
Bewijskracht); 

2) Unsur formal konstitusional (Formale Bewijskracht); 
3) Unsur materil konstitusional (Materiele Bewijskracht). 
4) Unsur Pasal 1320 ayat 3 KUHPerdata tentang suatu hal 

tertentu (Een onderwerp); 
5) Unsur Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata tentang kausa yang 

diperbolehkan (Een geoorlofde oorzaak) 
 

c. Kontrak Dapat Dilaksanakan Dengan Syarat 
Berbeda halnya dengan kontrak dapat dibatalkan (verniegbaar) 

karena inkonstitusional dan kontrak batal demi hukum (nietigheid van 
rechtswege) karena inkonstitusional, akibat hukum inkonstitusional 
yang ketiga memberikan formulasi baru terhadap kontrak, tidak 
semua kontrak yang inkonstitusional batal demi hukum. Akan tetapi, 
walaupun kontrak-kontrak tersebut dinyatakan inkonstitusional akan 
tetapi kontrak-kontrak tersebut masih dapat dilaksanakan dengan 
syarat tertentu yang sudah ditetapkan. 

Fungsi iktikad baik dalam konstitusional kontrak merupakan 
sesuatu sangat mempengaruhi putusan hakim dalam menilai 
konstitusionalitas suatu kontrak, dalam hal ini terutama kontrak-
kontrak di bidang sumber daya alam yang mempunyai padat modal 
dan teknologi tinggi serta risiko yang besar. 



88

KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK 
(STUDI TENTANG KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI)

 
 

Walaupun fungsi iktikad baik (menambah, membatasi dan 
meniadakan) tidak begitu dikenal dalam konstitusional kontrak, akan 
tetapi Mahkamah Konstitusi Indonesia secara praktik melalui 
putusannya sudah pernah melakukan terobosan tersebut. Hal ini 
sebagaimana terlihat dari Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Berdasarkan putusan MK tersebut sebagaimana pada 
pertimbangannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 
memandang perlu untuk menegaskan akibat hukum dari putusan ini. 
Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, “Putusan 
Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 
selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” maka 
putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap 
sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan 
berlaku secara prospektif. Dengan demikian segala KKS yang telah 
ditandatangani antara BP Migas dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha 
Tetap, harus tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir atau pada masa 
yang lain sesuai dengan kesepakatan.215 

Namun berdasarkan putusan tersebut, walaupun dinyakan 
BP Migas selaku kontraktan dalam kontrak tersebut inkonstitusional, 
akan tetapi MK tidak membatalkan kontrak yang inkonstitusional 
tersebut, namun MK memberikan putusan yang mengandung fungsi 
iktikad di dalamnya (menambah, membatasi dan meniadakan) hal ini 
terlihat dari pernyataan MK yang menyatakan bahwa:216 

“…apabila keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga 

 
215Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Op. Cit., hlm 114. 

216Ibid. 
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dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat..” 
selanjutnya dinyatakan juga oleh MK “…Menurut Mahkamah, 
fungsi dan tugas tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku 
pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang 
memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. 
Segala hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan 
ini, dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara 
yang ditetapkan oleh Pemerintah…” 
 
Berdasarkan pejelasan tersebut, walaupun secara konseptual 

MK tidak berwenang dalam menafsirkan kontra-kontrak SDA, akan 
secara impelementatif MK pernah mengadili, memeriksa, memutus 
dan menafsirkan kontrak SDA Migas berdasarkan konstitusi 
sebagaimana yang terlihat dari Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-
X/2012. 

Dengan adanya penafsiran MK terhadap konstitusional 
sebuah kontrak, tidak harus kontrak-kontrak yang dinilai 
inkonstitusional dibatalkan secara hukum. Akan tetapi, melalui 
penafsiran yang dilakukan oleh MK, maka kontrak-kontrak tersebut 
masih dapat diberlakukan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh 
Mahkamah Konstitusi dengan cara menambah, membatasi dan 
meniadakan subtansi kontrak terhadap hal-hal yang bertentangan 
dengan konstitusi. Hal ini sebagaimana Putusan MK Nomor 36/PUU-
X/2012 yang menyatakan, kedudukan BP Migas dalam Kontrak 
Migas dinyatakan inkonstitusional, akan tetapi MK menyatakan 
kontrak tersebut masih dapat berlaku sampai dengan jangka waktun 
kontrak tersebut berakhir dengan persyaratan, kedudukan BP Migas 
dalam kontrak-kontrak Migas tersebut digantikan oleh pemerintah 
yang membidangi SDA sebelum dibentuknya lembaga baru yang 
berwenang untuk menggantikan kedudukan BP Migas dalam 
pelaksanaan kontrak tersebut. 
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BAB III 
PENUTUP 

 
 
 

A. Kesimpulan 
1. Konstitusionalisme kontrak diperlukan dalam kontrak-kontrak 

pengelolaan sumber daya alam dan kaitannya dengan Pasal 33 
UUD 1945 dikarenakan sistem kontrak kerjasama SDA dalam 
kenyataannya tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusional. 
Konstitusional kontrak melihat kontrak dengan kacamata 
konstitusi yang berkaitan dengan bagaimana kewenangan negara 
dalam hubungan kontraktual harus dijalankan serta bagaimana 
jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga di hormati, 
dilindungi dan dipenuhi, lebih jauh lagi memberikan 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional akibat 
dibuat dan/atau dilaksanakan suatu kontrak. Konstitusional 
kontrak merupakan prinsip kontrak yang berisi norma dasar 
tentang hubungan kontraktual antara negara dan kontraktor dan 
hubungannya dengan hak-hak konstitusional warga negara 
(rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam 
penyelenggaraan negara. Secara khusus belum ada ketentuan 
yang menjelaskan bagaimana merumuskan elemen atau bentuk 
baku syarat formil konstitusional kontrak. Namun, syarat formil 
konstitusional kontrak setidaknya dapat dilihat dari kriteria yang 
dapat untuk dipakai menilai konstitusionalitas suatu undang-
undang, yaitu dari segi formalnya (formele toetsing) adalah sejauh 
mana kontrak tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat 
(appropriate form), lembaga atau badan mana yang tepat untuk 
melakukan hubungan kontrak (appropriate institution) dan 
menurut prosedur yang tepat (appropriate procedur), serta terdapat 



91

RINGKASAN DISERTASI
MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.KN.

 
 

BAB III 
PENUTUP 

 
 
 

A. Kesimpulan 
1. Konstitusionalisme kontrak diperlukan dalam kontrak-kontrak 

pengelolaan sumber daya alam dan kaitannya dengan Pasal 33 
UUD 1945 dikarenakan sistem kontrak kerjasama SDA dalam 
kenyataannya tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusional. 
Konstitusional kontrak melihat kontrak dengan kacamata 
konstitusi yang berkaitan dengan bagaimana kewenangan negara 
dalam hubungan kontraktual harus dijalankan serta bagaimana 
jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga di hormati, 
dilindungi dan dipenuhi, lebih jauh lagi memberikan 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional akibat 
dibuat dan/atau dilaksanakan suatu kontrak. Konstitusional 
kontrak merupakan prinsip kontrak yang berisi norma dasar 
tentang hubungan kontraktual antara negara dan kontraktor dan 
hubungannya dengan hak-hak konstitusional warga negara 
(rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam 
penyelenggaraan negara. Secara khusus belum ada ketentuan 
yang menjelaskan bagaimana merumuskan elemen atau bentuk 
baku syarat formil konstitusional kontrak. Namun, syarat formil 
konstitusional kontrak setidaknya dapat dilihat dari kriteria yang 
dapat untuk dipakai menilai konstitusionalitas suatu undang-
undang, yaitu dari segi formalnya (formele toetsing) adalah sejauh 
mana kontrak tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat 
(appropriate form), lembaga atau badan mana yang tepat untuk 
melakukan hubungan kontrak (appropriate institution) dan 
menurut prosedur yang tepat (appropriate procedur), serta terdapat 



92

KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK 
(STUDI TENTANG KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI)

 
 

klausula konstitutif, sehingga tujuan negara  berkontrak 
merupakan manifestasi dari tujuan konstitusi, pada akhirnya jika 
terdapat kontrak yang bertentangan dengan konstitusi maka 
terdapat lembaga yang ditunjuk dan berwenang untuk menilai 
konstitusionalitas kontrak tersebut. Konstitusional kontrak 
setidaknya dapat dinilai dari aspek materil konstitusionalisme 
kontrak setidak-tidaknya berisi dua unsur, yaitu: Pertama, 
substansi/kaidah kontrak tidak bertentangan dengan konstitusi, 
suatu kaidah hukum tidak boleh ingkar dari atau bersifat 
menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi 
derajatnya. Begitupun halnya dengan konstitusional kontrak 
secara substansi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. 
Kedua, dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar hak-
hak konstitusional warga negara.  

2. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap rezin kontrak 
Migas yang ada, secara konseptual maka terdapat klausul-
klausul kontrak yang tidak sejalan dan/atau bertentangan 
dengan semangat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD diantaranya 
terlalu lamanya jangka waktu berkontrak tanpa adanya klausul 
stabilitas, sehingga hal ini dapat merugikan kepentingan 
nasional, apabila dalam perjalanan kontrak tersebut terdapat 
kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi keadaan kontrak. 
Kontrak bagi hasil dijiwai oleh semangat liberalisme 
sebagaimana yang dilahirkan dari UU Migas tahun 2001, 
sehingga klausula-klausula kontrak tersebut dibuat sedemikian 
rupa agar dapat menguntungkan pihak investor. Jika 
dibandingkan dengan Kontrak Karya Migas yang dibuat pada 
tahun 1963, maka dapatlah dilihat bahwa kontrak karya Migas 
lebih berjiwa kepentingan nasional dari pada kepentingan 
investor, berdasarkan perjanjian karya tersebut terdapat klausul 
Pertahanan. Para kontraktor akan menerima tindakan-tindakan 
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pemerintah yang perlu demi pertahanan negara dan akan berbuat 
menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan seperti diinginkan 
oleh pemerintah demi kepentingan-kepentingan pertahanan 
tersebut, tanpa mengurangi hak-hak kontraktor untuk meminta 
ganti kerugian berdasarkan undang-undang berlaku, akan tetapi 
dalam klausul-klausul kontak bagi hasil hal ini tidak ditemukan, 
sehingga kepentingan kontraktor lebih utama dari pada 
kepentingan negara. Dalam klausul kontrak Migas bagi hasil 
tiadanya prinsip penomorsatuan kedaulatan negara dapat 
terlihat di dalam klausul kontrak yang mengatur Domestic Market 
Obligation (DMO), padahal klausul DMO sudah dibatalkan MK 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.002/PUU-
1/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenai UU 22/2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya adanya klausul kontrak bagi 
hasil Migas menyamakan kedudukan pemerintah dengan 
kontraktor kontrak kerjasama, tentunya hal ini berbeda dengan 
klausul Kontrak Karya Migas yang mendudukan negara lebih 
tinggi dari pihak yang berkontrak, karena negara di wakili oleh 
perusahaan negara. Dengan sejajarnya kedudukan pemerintah 
dalam berkontrak yang diwakili oleh BP Migas (sekarang SKK 
Migas) maka negara hanya melakukan fungsi pengendalian dan 
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam Migas, 
maka negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melakukan 
pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam Migas.  

3. Walaupun secara konseptual belum ditemukan adanya 
dukungan terhadap konstitusional kontrak, tetapi tanpa disadari 
secara pelaksanaan konstitusionalisme kontrak sumber daya 
alam Migas di Indonesia sudah dilaksanakan, akan tetapi hanya 
sebatas menguji konstitsuionalitas kontrak SDA Migas yang 
dilakukan oleh pemerintah hal ini sebagaimana yang terlihat dari 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012, Nomor 
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36/PUU-X/2012, Nomor 20/PUU-V/2007 dan Nomor 65/PUU-
X/2012. Namun, dalam tataran penerapan kontrak terlihat 
banyaknya praktek pelanggaran konstitusional kontrak pada 
kenyataannya telah bertentangan dengan konstitusi diantaranya 
pelangaran konstitusional kontrak SDA akibat pelaksanaan 
kontrak PSC Pemerintah Indonesia dengan PT. Lapindo Berantas 
Inc (PT. LBI). Pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat di 
Provinsi Riau, hal ini ditunjukan dengan adanya protes 
kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan terhadap 
perusahaan Migas PT Caltex Pacific Indonesia (AS). 
 

B. Saran 
1. Perkembangan kebijakan hukum kontrak khususnya kontrak-

kontrak yang berkaitan dengan SDA hendaknya mengikatkan 
nilai-nilai konstitsuional sebagai salah satu ajaran dan syarat 
dalam kontrak pertambangan SDA Migas, agar nilai-nilai 
konstitusional tersebut mendasari atau menjiwai kontrak 
kerjasama sebagai upaya untuk merealisasikan Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945 yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat. 
Berdasarkan analisis konstitusional kontrak, maka sebaiknya 
pengaturan mengenai konstitsuional kontrak pertambangan SDA 
ditegaskan dan dilegitimasi melalui peraturan perundang-
undangan, agar ajaran konstitusional kontrak mengkristal dalam 
praktek kebijakan berkontrak yang dilakukan oleh pemerintah. 
Kemudian mengenai kedudukan pemerintah yang diwakili oleh 
Badan Pelaksana maupun SKK Migas dengan Kontraktor dalam 
kontrak bagi hasil ini mempunyai kedudukan yang sejajar dalam 
melakukan perbuatan perdata. Hubungan kesederajatan ini 
merupakan jaminan bahwa kedudukan badan pemerintah yang 
bersangkutan tidak dalam kedudukan yang diistimewakan. 
Padahal sebagai pemilik sumber daya alam, seharusnya pihak 
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Indonesia memiliki bargaining position yang lebih tinggi 
dibandingkan pihak kontraktor. 

2. Bahwa klausul-klausul kontrak Migas sebagaimana syarat-syarat 
yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 
yang mengatur tentang kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagai 
payung hukum pelaksanaan kegiatan berkontrak tidak 
mencermikan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 33 
ayat (3) UUD Tahun 1945. Dampaknya, sebagian besar kegiatan 
usaha minyak dan gas dikelola oleh perusahan-perusahaan asing. 
Isi kontrak bagi hasil yang berlaku sekarang ini juga cenderung 
merugikan negara dan tidak menjamin kesejahteraan serta 
kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana dalam Pasal 33 ayat 
(3) UUD Tahun 1945. Jika pemerintah ingin melakukan suatu 
renegosiasi ulang terhadap kontrak-kontrak Migas, baik secara 
filosofis, sosiologi maupun yuridis, pemerintah Indonesia sudah 
memliki landasan yang cukup kuat, jika melekatkan nilai-nilai 
konstitusi dalam kontrak tersebut. Negara mempunyai kedaulatan 
mutlak untuk menguasai kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya termasuk minyak dan gas bumi. Hak penguasaan yang 
dimiliki oleh negara berdasarkan konstitusi, sehingga negara 
dapat melakukan kebijakan-kebijakan dibidang SDA untuk 
melakukan intervensi, menata, mengatur, mendesain, mengurus, 
merestruktur, dan mengawasi pengelolaan minyak dan gas 
untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita bangsa yaitu untuk 
menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Sehingga apabila terjadi perubahan regulasi dan terjadi negosiasi 
ulang, maka pihak swasta atau kontraktor wajib mematuhinya, 
karena pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai regulator. 
Fungsi ini terpisah dari fungsi privat yang dimiliki kewenangan 
mengadakan suatu kontrak atau perjanjian. Sebaiknya juga 
pengaturan mengenai konstitsuional kontrak pertambangan SDA 
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(khsusnya SDA Migas) ditegaskan dan dilegitimasi melalui 
peraturan perundang-undangan, agar ajaran konstitusional 
kontrak mengkristal dalam praktek kebijakan berkontrak yang 
dilakukan oleh pemerintah. 

3. Mengingat saat ini secara konseptual kontrak-kontrak SDA 
(khsusnya SDA Migas) maupun secara praktek hubungan 
kontrak yang dilakukan oleh pemerintah banyak yang 
bertentangan dan melanggar hak-hak konstitusional, maka untuk 
itu selain diperlukan konstitusional kontrak, juga sebaiknya 
kewenangan MK sebagai pengawal konstitusi harus diperluas 
untuk menilai dan menguji konstitusionalitas suatu kontrak yang 
diuat oleh pemerintah. Untuk itu, tanggungjawab dan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi RI perlu diperluas dalam 
mengevaluasi kontrak yang dapat mengancam hak-hak 
fundamental (hak-hak konstitusional) setiap warga negara. 
Upaya pengekfektifkan fungsi Mahkamah Konstitusi RI sebagai 
pengawal dan penjaga konstitusi sehingga diperlukan 
kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI dapat 
berupa pengaduan konstitusional dari masyarakat yang hak-hak 
fundamental atau hak-hak dasarnya dilanggar oleh perbuatan, 
keputusan dan kebijakan penyelenggara kekuasaan negara, 
sehingga Mahkamah Konstitusi RI dapat mengevaluasi dan/atau 
menguji kebijakan penyelenggara tersebut, khususnya mengenai 
kebijakan pemerintah dalam lapangan hukum kontrak. 
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